
BUPATⅡ SITUBOND0

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 9 TAHUN2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

ニ

Menimbang a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di
Kabupaten Situbondo dengan memanfaatkan ruang
wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi,
selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana
Tata Ruang Wilayah;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan
masyarakat maka rencana tata ruang wilayah
merupakan arahan lokasi investasi pembangunan
yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat,
dan/atau dunia usaha;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang
dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten;

b.

C.

Jalan PB. Sudirrnan Nomor l. Situbondo. Provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasitubondo.go.id
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 273O);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1O4,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun l99O tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang Penetapan

Mengingat
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 86,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 22 Taht:l: 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO2 tentang

Pertahanan Negara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO3 tentang

Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 115, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang

Sumber Daya Air (lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O4 Nomor 84, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang

Perikanan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20O4 tentang

Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O9 Nomor 154, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan lrmbaran
Negara Republik" Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O07 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 47OO);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20O7 tentang

Perkeretaapian (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 65, Tambahan

Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47221;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O07 tentang

Penanggulangan Bencana (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);

19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2O07 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 20O7 tentang

Energi (trmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O07 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO8 tentang

Pelayaran (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O8 Nomor 64, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang

Pengelolaan Sampah (kmbararr Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO8 tentang

Wilayah Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O08 Nomor 177, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OO9 tentang

Kepariwisataan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 11, Tambahan

Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang

lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara

Repubtik lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O09 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O52);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus (Lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 147,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5O66);

d
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O09 Nomor 149, Tambahan

Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 13O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oll tentang

Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 2OOO

tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan

Ruang Wilayah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOO Nomor 20, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2O02

tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 42421;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

tentang Penatagunaan Tanah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 45'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20O4

tentang Perlindungan Hutan (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 147,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO9

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2OO4 tentang Perlindungan Hutan

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

（

）

d



40

7

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5O56);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20O5

tentang Jalan Tol (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20OS Nomor 32, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15

Tahun 2OO5 tentang Jalan Tol (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 88,

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5O19);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO5

tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 20O5

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2OO2 tenta.ng Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5

Nomor 83, Tambahan Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 20O6

tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Frovinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007

tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 132,
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Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47771 sebagatmana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 7O Tahun 2O10

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 121, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08

Nomor 42, Tambahan I-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2O08

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 82,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O08

tentang Air Tanah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O9

tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 47,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2OO9

tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5004);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O9

tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5048);
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OOg

tentang Kepelabuhanan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 151, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O7O);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2OlO

tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan

Fungsi Kawasan Hutan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 15, Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010

tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OlO Nomor 16, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O98);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010

tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OLO

tentang Penggunaan Kawasan Hutan (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5112);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010

tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya,

dan Taman Wisata Alam (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlO Nomor 44, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010

tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 1O9, Tambahan

tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
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Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat
dalam Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 118, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516O);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O11 tentang

Penetapan dan Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20ll
tentang Pengelolaan Kawasan Suaka AIam dan

Kawasan Pelestarian Alam (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56);

Peratr.rran Pemerintah Nomor 38 Tahun 20ll
tentang Sungai (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLl Nomor 74, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 199O tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk
Penambangan Bawah Tanah;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2Ol1 tentang

Mastetplan Percepatan dan Perluasan Pembangu.nan

Ekonomi Indonesia 20 I I -2025;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O11 tentang

Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

16lPRf lMl2OO9 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4

Tahun 20O3 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi

Jawa Timur (lembaran Daerah Frovinsi Jawa Timur

Tahun 2OO3 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6

Tahun 2OO5 tentang Penertiban dan Pengendalian

Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (t embaran

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OO5 Nomor 2

Seri E);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1

Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025 (kmbaran Daerah Frovinsi Jawa Timur Tahun

2OO9 Nomor I Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2Ol2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol1 - 2O3l;

Peraturan Menteri Negara Peke{aan Umum Nomor:

16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAIT PERWAI(II,AIT RAI(YAT DATRAH
XABT'PATEtr SITT'BONIX'

&n
BUPATI SITU30NDO

MEMUTUS― :

PDRA― N  DAE―   ― UPATEI  SETUBONDO

TEHTNG  RENCANA  TATA  RUANG  ttLAYAH
螂 UPATEN SITUBONDO TAHUN 2013-2033

BAB I

― ENTUAN― H

Bcan Kesatu
pengertlan

Pa.al 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi

Jawa Timur.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur'

5. Kepala Daerah adalah Bupati Situbondo.

6. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah Situbondo.

7. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.

ハ
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Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Situbondo.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang

selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang

mengatur rencana struktur dan pola tata ruang
wilayah Kabupaten.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,

ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk
hidup Iainnya hidup dan melakukan kegiatan serta

memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola

pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun

tidak.

Penataan ruang adalah proses Perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ru*g, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata

ruang.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah

tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah

kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi

dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten

pada aspek keruangan, yang pada dasarnya

mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional

yang aman, nyam€m, produktif, dan berkelanjutan

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

Nasional.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten

adalah arahan pengembangan wilayah yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna

mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten

dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah

penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam

langkah-langkah pencapaian tindakan yang Iebih

nyata yang menjadi dasar dalam pen5msunan

rencana struktur dan pola ruang wilayah

kabupaten.
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Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah
rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah
kabupaten yang berkaitan dengan kawasan
perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan
jaringan prasarana wilayah kabupaten yang
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah
kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala
kabupaten yang meliputi sistem jaringan
transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan,
sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan
sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu
bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai,
dan sistem jaringan prasarana Iainnya.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat
PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten / kota.

Pusat Kegiatan lokal yang selanjutnya disingkat PKL

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa
kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya
disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang
dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan
sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan
tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi
persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut
PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya
disebut PPL adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Rencana sistem jaringan prasar€rna wilayah
kabupaten adalah rencana jaringan prasarana
wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan
wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan
yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana
skala kabupaten.
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Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten
adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai

pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang
menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana
yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan
dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah
kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah
rencana distribusi peruntukan ruang wilayah
kabupaten yang meliputi perunhtkan ruang untuk
fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai
dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten
yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten hingga 2O (dua puluh) tahun
mendatang.

Arahan pemanfaatan ruang \rilayah kabupaten
adalah arahan pengembangan wilayah untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah
kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui
pen5rusunan dan pelaksanaan program
penataan/pengembangan kabupaten beserta
pembiayaannya, dalam suatu indikasi program
utama jangka menengah lima tahunan kabupaten
yang berisi rencarla program utama, sumber
pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu
pelaksanaan.

28. Indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan
program utama, lokasi, besaran, wakhr
pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana
dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang
sesuai dengan rencana tata ruang,

29. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat
atau disusun dalam upaya mengendalikan
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ogar sesuai
dengan RIRW kabupaten yang berbentuk ketentuan
umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan
sanksi untuk wilayah kabupaten.

動
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Ketentuan umum peraturan zonasi sistem
kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur
pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan

unsur-unsur pengendalian pemanfaatan nrang yang

disusun untuk setiap kiasifrkasi peruntukan/ fungsi

ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai

kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap

pihak sebelum pemanfaatan mang, yang digunakan
sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan

keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata
ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat

atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana

tata ruang dan jugs perangkat untuk mencegah,

membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan
yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan

sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang yang berlaku.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait padanya

yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.

Kawasan adalah witayah dengan fungsi utama

lindung atau budidaya.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan

dengan fungsi utama melindungi kelestarian

Iingkungan hidup yang mencakup sumberdaya

alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta

budaya bangsa guna kepentingan pembangunan

berkelanjutan.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang

ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh pemerintah

untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan

tetap.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan
yang memiliki sifat khas yang mamPu memberikan

perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun
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bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan

banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan
tanah.

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,

sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang

mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan permukiman adalah bagran dari
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
Iingkungan hunian dan tempat kegiatan yang

mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik
yang tumbuh secara alarniah maupun yang sengaja

ditanam.

45. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang

mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan

air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air
bumi (akrp{ yang berguna sebagai sumber air.

46. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungaa

setempat sepanjang pantai yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian

dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan
tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
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Sempadan Sungai adalah kawasan separ{ang kiri-
kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal /
saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat
penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
sungai.

Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam
yang keadaaan alamnya mempunyai kekhasan
tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem
tertentu yang perlu dilindungi, perkembangannya
berlangsung secara alami.

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang
mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat
alami yang memberikan perlindungan bagr
perkembangan flora dan fauna yang khas dan
beraneka ragam.

Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan
pelestarian alam darat maupun perairan yang
terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan
rekreasi alam.

Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang
merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia
yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami
yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan

ilmu pengetahuan.

Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah
pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih
daerah aliran sungai dan/ atau pulau-pulau kecil
yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.00O

(dua ribu) kilometer persegi.

Daerah Aliran adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-
anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan ke danau atau ke laut secara alami,
yang batas di darat merupakan pemisah topogralis
dan batas di laut sampai dengan daerah perairan
yang masih terpengaruh aktifrtas daratan.

Kawasan Minapolitan adalah kawasan
pengembangan ekonomi berbasis usaha
penangkapan ikan yang dikembangkan secara
terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan
masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang
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lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan

lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada

suatu wilayah.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting secara

nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan

dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,

dan/ atau lingkungan, termasuk wilayah yang

ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau

lingkungan.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya,

dan/ atau lingkungan.

Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang

ditunjukan dan/ atau ditetapkan oleh pemerintah

berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik,

biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan

keberadaannya,

Pelabuhan adalah tempat yang meliputi daratan

dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat

kapal bersandar, naik turun penumpang dan/ atau

bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan

penunjang pelabuhan serta sebagai temPat

perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

60. Perkebunan adalah segala kegiatan yang

mengusahakan tanaman tertentu pada tanah

dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem

yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan

jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, permodalan serta

manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi

58.
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pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Perikanan adalah semua kegiatan yang

berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya ikan dan lingkungannya secara

berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran yang

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi
usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran,

dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam

hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan

berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal,

tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan

manfaat sebesar-besarnya bagr kesejahteraan

masyarakat.

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan

dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau
bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi
daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,

pemasaran, dan pengusahaannya.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara

dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum'
eksplorasi, studi   kelayakan,   konstuksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca

tambang.

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut

WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral

dan/ atau batubara dan tidak terikat dengan

batasan administrasi pemerintahan yang

merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Wisata adalah kegiatan pe{alanan yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka

waktu sementara.

Pariwisata adalah berbagai macarn kegiatan wisata

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
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Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut
Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif
yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata,
fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas,

serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

terwujudnya kepariwisataan.

Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas
tertentu yang dibangun atau didirikan untuk
memenuhi kebutuhan pariwisata.

Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis

yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan
masyarakat (manusia) dapat bertahan.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup
termasuk manusia dan Perilakunya' yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lainnya.

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah

kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah

kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,

energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau

dimasukkan ke dalamnya.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan

saling mempengaruhi dalam membentuk

keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas

lingkungan hidup.

Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh

manusia terhadap biosfer sehingga dapat

menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar

kepada generasi sekarang sementara

mempertahankan potensinya untuk memenuhi

kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu

variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).

Pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas

kurang atau sama dengan 10.OOO (sepuluh ribu)

kilometer persegi, jumlah penduduk kurang dari
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200.000 (dua ratus ribu) jiwa, terpisah dari pulau
induk, bersifat insular, memiliki biota indemik,
memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan

sempit, kondisi sosial, budaya dan ekonomi

masyarakatnya bersifat khas dan berbeda dengan

pulau induk.

77 . 7,ona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya
disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan

berbatasan dengan laut territorial Indonesia

sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-

undang yang berlaku tentang perairan Indonesia,

meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air
diatasnya dengan batas terluar 2OO (dua ratus) mil

laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial

Indonesia.

78. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk
mengurangi risiko bencana, baik melalui

pembangunan frsik maupun penyadaran dan

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman

bencana.

79. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik
geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografrs,

sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada

suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang

mengurangi kemampuan mencegah, meredam,

mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan

untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

80. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau

korporasi.

81. Masyarakat adalah orang Perorangan, kelompok

orang termasuk masyarakat hukum adat atau

badan hukum.

82. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif

masyarakat dalam perencErnaan tata *,n9,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang.

83. Izin pemanfaatan ruang adalah 'tzrn yang

dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.

84. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang

selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat

ad-lwc yang dibentuk untuk mendukung

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7

0
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tentang penataan Ruang di Kabupaten Situbondo
dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan

tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di
daerah.

Bagtan Kedua

Ruaag Ltngkup

Prngref 1

Ruang Llagtup [uatan

Pa$l 2

RTRW Kabupaten memuat :

a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;

b. rencana stmktur ruang;

c. rencana pola ruang;

d. penetapan kawasan strategis;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang

terdiri dari indikasi program utama jangka menengah

lima tahunan; dan

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

Kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan

zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan

disinsentif, serta arahan sanksi.

Prregaf 2

Rueng LfnSkuP WllaYah

Pas.l 3

Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah

dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek

administratif mencakup wilayah daratan, wilayah

perairan dan wilayah udara.

Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. KecamatanSumbermalang;

b. Kecamatan Jatibanteng;

c. Kecamatan BanYuglugur;

d. Kecamatan Besuki;

(2)
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e. Kecamatan Suboh;

f. Kecamatan Mlandingan;

g. Kecamatan Bungatan;

h. Kecamatan KendiU

i. KecamatanPananrkan;

j. KecamatanSitubondo;

k. Kecamatan Mangaran;

1. Kecamatan Panji;

m. Kecamatan Kapongan;

n. Kecamatan Arjasa;

o. Kecamatan Jangkar;

p. Kecamatan Asembagus; dan

q. Kecamatan Banyuputih.

(3) Batas-batas wilayah Kabupaten Situbondo meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten

Bondowoso dan Kabupaten Banyr.wangi;

c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten

Probolinggo.

(4) Luas wilayah administrasi kabupaten kurang lebih

163.850 (seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus

lima puluh) Hektar.

BAB II
TUt,UAN' N.EBIJANAN DAN STRATEGI PEITATAAIY

RUAITG

Bagian Kesatu

Vtst dan Mlsl Penataan Rualg Wffayah

Pasal 4

Vtst

Visi Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah

Terwujudnya Ruang Wilayah Yang Seimbang Berbasis

Bahari.

＝
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Misi Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah :

a. mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna

mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus

mengurangi kesenjangan antar wilayah;

b. mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan

dalam mendukung potensi bahari;

c. mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam

kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta

mendorong peluang investasi produktif; dan

d. mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di

perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan

kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta

berdaya saing tinggi.

Bagtan Kedua
TqJuan Pcantaan Rueng

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo

adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai

kawasan pengembangan industri, pertanian, dan

pariwisata bahari yang selaras dengan lingkungan hidup

yang berkelanjutan serta berbasis mitigasi bencana.

Baglan Kettga
Keb[lalan Penatarn Ruaag

Pesal 7

(1) Untuk mewujudkan tu.juan penataan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan

Kebdakan Penataan Ruang Kabupaten.

(2) Kebijakan Penataan ruang wilayah Kabupaten

Situbondo meliputi:

a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong

pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung

perkembangan industri, pertanian dan pariwisata

d
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bahari;

b. penyediaan prasarana wilayah melalui
pengembangan prasarana transportasi,

telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan

prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim
produktif;

c. pengendalian fungsi kawasan lindung yang

mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang

memberikan perlindungan pada kawasan

bawahannya, kawasan perlindungan setempat,

kawasan pelestarian alam dan cagar budaya,

kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung

geologi dan kawasan lindung lainnya dengan

menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi

lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk
kegiatan budidaya;

d. pengembangan manajemen resiko pada kawasan

rawan bencana;

e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan

budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah

sesuai daya dukung lingkungan;

f. pengembangan

pertanian;
dan pengendalian kawasan

g. pengembangan kawasan peruntukan industri yang

produktif dan ramah lingkungan;

h. pengembangan dan peningkatan kawasan

pariwisata bahari yang produktif dan ramah

lingkungan;

i. peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian

dan peningkatan budaya, serta daya dukung

lingkungan hidup pada kawasan strategis;

j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan

keamanan Negara.

Baglan KeenPet
Strategt Penataea Rualg

Pa.d 8

(1) Strategi pengembangan pusat pelayanan guna

mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang

mendukung perkembangan industri, pertanian dan

ψ
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pari$risata bahari sebagaimana dimaksud dalam pasal

7 ayat (21 huruf a, meliputi:

a. mengembangkan sistem pusat pelayanan secara

hirarkis melalui penentuan Rrsat Kegiatan Lokal
yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan
(PPL) terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata

Ruang (RTRW) Provinsi;

b. memantapkal fungsi pusat kegiatan dan

menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi,

permasalahan dan prospeknya;

c. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan

perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;

d. mengembangkan perkotaan Situbondo sebagai

pusat pelayanan sosial - ekonomi bagi area yang

lebih luas; dan

e. mengembErngkan fungsi kawasan perdesaan sesuai

potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di
kawasan pegunungan untuk hutan lindung, hutan
produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan

di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan

perdesaan pesisir untuk pengembangan perikanan.

(2) Strategi penyediaan prasarana wilayah melalui

pengembangan prasarana transportasi,

telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan

prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim
produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(2) huruf b, meliputi:

a. mengembangkan sistem jaringan prasarana

transportasi untuk kegiatan permukiman

perkotaan dan permukiman perdesaan yang

menunjang kegiatan wilayah melalui peningkatan

pelayanan jalan, kereta api dan pelabuhan;

b. mengembangkan prasarana telekomunikasi seperti

telepon rumah tangga, telepon umum' jaringan

telepon seluler yang menghubungkan seluruh

wilayah;

c. mengembangkan dan menyediakan tower Base

Tlat*eiuer Station (BTS) yang digunakan oleh

banyak provider secara bersama-sama dan

menjangkau ke pelosok perdesaan guna

■
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mendukung iklim investasi dan pemasaran di
bidang industri dan pariwisata;

d. mengembangkan sistem jaringan energi dengan

peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok

pedesaan yang belum terlayani dan terisolir.

(3) Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung yang

mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang

memberikan perlindungan pada kawasan

bawahannya, kawasan perlindungan setempat,

kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan

rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan

kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi
utamanya meliputi fungsi lindung dan tidak boleh

dialihfungsikan unfirk kegiatan budidaya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf
c, meliputi:

a. memantapkan fungsi hutan lindung dengan cara

pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang

dapat mengganggu fungsi lindung dan
pengembalian fungsi pada kawasan yang telah

mengalami kerusakan, melalui penanganan secara

teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta

dari masyarakat sekitar kawasan;

b. memantapkan fungsi lindung pada kawasan

resapan air dengan peLarangan melakukan kegiatan

budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung
dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah

mengdami kerusakan, melalui penanganan secara

teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta

dari masyarakat sekitar kawasan;

c. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan

perlindungan setempat yang meliputi kawasan

sepanjang sungai, sekitar dam, cekdam, embung

dan mata air, dibatasi untuk kepentingan

pariwisata dengan pengarnanan kawasan dan

mengutamakan vegetasi;

d. perlindungan kawasan sepanjang pantai dilakukan
dengan mempertahankan ekosistem pantai, hutan
mangrove, terumbu karang, rumput laut dan

estuaria serta penggunaan fungsional seperti

pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman

diijinkan dengan memperhatikan kaidah

・
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lingkungan dan ekosistem pesisir;

e. memantapkan kawasan pelestarian alam dan cagar

budaya dengan memelihara habitat dan ekosistem
khusus yang ada dan sifatnya setempat yang

nantinya dapat meningkatkan nilai dan fungsi
kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat
wisata, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang
pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersama;

f. menjaga dan melindungi kelestarian kawasan
taman buru;

g. melestarikan kawasan yang memiliki kekayaan
plasma nutfah; dan

h. membatasi kegiatan pada wilayah rawan bencana;

i. memberikan perlindungan pada kawasan lindung
geologi berupa pembatasan kegiatan;

j. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan
pengungsian satwa harus diiaga ekosistemnya guna

menjaga keaslian serta keberlanjutan kehidupan
satwa dalam skala lokal maupun antar benua.

Strategi pengembangan manajemen resiko pada

kawasan rawan bencana sebegai6sla dimalsud
dalam pasal 7 ayat (21huruf d, meliputi:

a. menghindari kawasan yang rawan terhadap
bencana alam banjir, longsor, angin ribut dan
ombak besar sebagai kawasan terbangun;

b. peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana

angin ribut dan banjir; dan

c. mengembangkan hutan mangrove dan bangunan
yang dapat meminimasi terjadinya bencana ombak
besar dan mengembangkan bangunan tahan
gempa pada daerah terindikasi rawan gempa.

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi
kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian
wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 ayat 12) huruf e, meliputi:

a. mengembangkan hutan yang bemilai ekonomi
tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan
kawasan dengan melakukan peningkatan nilai
tambah kawasan melalui penanaman secara

bergilir, tebangan pilih dan pengelolaan bersama
masyarakat;

(4)

（
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b. pada kondisi khusus dimana akan dilakukan alih
fungsi pada kawasan budidaya, harus dilakukan
pengganti;

c. peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil
perkebunan dengan teknologi tepat guna serta

mengembangkan kemitraan dengan masyarakat
yang tinggal di sekitar perkebunan:

d. pengembalian lahan yang rusak atau atih
komoditas menjadi perkebunan;

e. mengembangkan dan mengelolah hasil peternakan

dengan industri peternakan yang ramah

lingkungan;

f. mengembangkan cluster sentra produksi
peternakan terutama terkait dengan industri
pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak;

g. mengembErngkan perikanan darat,

mengembangkan perikanan tangkap disertai
pengolahan hasil ikan laut;

h. peningkatan kualitas ekosistem, pesisir, laut dan

pulau-pulau kecil untuk menjaga mata rantai
perikanan laut;

i. menetapkan kawasan pertambangan sesuai

dengan jenis bahan galian;

j. mengembangkan kawasan pertambangan yang

sudah ada dan melakukan rehabilitasi kawasan

bekas pertambangan sesuai dengan dokumen

Amdal yang me nyertainYa;

k. mengembangkan permukiman perdesaan yang

disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya

dan ekonomi masyarakat perdesaan;

l. menyediakan sarana dan prasarana permukiman

perdesaan;

m.meningkatkan kualitas permukiman perkotaan

serta mengembangkan perumahan tedangkau dan

layak huni;

n. melestarikan daerah di sekitar kawasan eksploitasi

sumberdaya air dan mineral;

o. melakukan reboisasi di daerah sekitarnya untuk
menjaga agar siklus daur hidrologi berjalan

sebagaimana mestinya sehingga dapat

mempertahankan debit air yang ada;

J
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p. menetapkan kawasan ruang terbuka hljau di
wilayah perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen)

dari luas wilayah perkotaan; dan

q. menetapkan RTH privat pada kawasan-kawasan
yang ditetapkan sangat strategis, bernilai lahan
sangat tinggi, dan/ atau pada kawasan-kawasan
yang berfungsi sebagai kawasan penyangga atau

kawasan lindung atau berfungsi konservasi maka

komposisi RTH yang dipersyaratlan sebagai

komposisi penyediaan RTH privat disesuaikan

dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan

fungsinya, dapat berupa taman dan hutan kota.

Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan

pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(2) huruf f, meliputi:

a. menetapkan dan mengendalikan secara ketat

kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

b. mengembangkan intensilikasi dan pemanfaatan

teknologi tepat guna;

c. mengembangkan sentra produksi dan agropolitan;

d. mengembangkan hortikultura dengan pengolahan

hasil pertanian melalui peningkatan sarana dan

prasarana pertanian; dan

e. menetapkan dan memasarkan sentra hasil

produksi pertanian holtikultura '

Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri
yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 ayat (21huruf g, meliputi:

a. mengembangkan fungsi kawasan peruntukan

industri besar di kawasan Kecamatan Mangaran;

b. mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil

dan lame industry untuk pengolahan hasil

pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan

laut;

c. peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil

dan menengah;

d. pengadaan prasarana wilayah pada kawasan

Kecamatan Mangaran yang telah ditetapkan

sebagai kawasan peruntukan industri untuk
menarik investasi; dan

(7)
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e. mengembangkan kawasan pedesaan pusat sentral
hasil industri kecil kerqjinan hasil laut sebagai

penunj ang pariwisata bahari.

(8) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan

pariwisata bahari yang produktif dan ramah

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (21 huruf h, meliputi:

a. mengembangkan obyek wisata alam dan buatan

berbasis bahari;

b. membentuk z,ona wisata yang dikaitkan dengan

kalender wisata dalam skala nasional dengan

disertai mengembangkan paket wisata, pengadaan

kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; dan

c. memasarkan hasil industri kecil kerqjinan hasil

laut dan hasil pengolahan produksi pertanian

mangga.

(9) Strategi peningkatan sektor ekonomi potensial,

pelestarian dan peningkatan budaya, serta daya

dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat l2l huruf i,
meliputi:

a. mengembangkan kawasan industri di Kecamatan

Kapongan, Mangaran dan Panji yang ditunjang

dengan mengembangkan kawasan pelabuhan

Kalbut, Besuki, Panarukan dan Jangkar;

b. mengembangkan kawasan pengolahan hasil

perikanan dan kawasan hatchery yang berada

disepanjang pantai di Kecamatan Banyuglugur,

Bungatan, Kendit, Mangaran, Panarukan,

Kapongan, Jangkar dan BanYuPutih;

c. meningkatlan pemanfaatan Bangu.nan Kuno dan

Peninggalan Sejarah di Besuki dan Panarukan

untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;

d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar

kawasan sosial budaYa;

e. mengendalikan kawasan pendayagunaan sumber

daya alam berdasarkan lokasi sumber daya alam

strategis nasional berupa zonasi kawasan

pemurnian minyak bumi (Oil Refirwrgl di

Kecamatan Asembagu.s atau Mangaran; dan

り
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f. mengendalikan perkembangan kegiatan di sekita"r

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang

masuk dalam batas administrasi wilayah
kabupaten.

(lO)Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk
pertahanan keamanan Negara sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat (21huruf j, meliputi:

a. menetapkan fungsi dan peran Kawasan Latihan
Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) di
Kecamatan Asembagus dan Banyuputih dengan

membatasi antara lahan terbangun di sekitar
kawasan khusus dengan kawasan lainnya yang

belum terbangun sehingga diperoleh batas yang
j elas dalam pengelolaannya;

b. mendukung penetapan kawasan strategis nasional
dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif
di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional

untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

d. mengembangkan kawasan lindung dan/ atau

kawasan budi daya tidak terbangun disekitar
kawasan strategis nasional sebagai Tr:.na

penyangga yang memisahkan kawasan strategis

nasional dengan budi daya terbangun; serta

e. turut serta menjaga dan memelihara asset-aset

pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUTTUR RUAITG

Bagtan Kesatu
Unun

Pasd 9

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. rencana pusat kegiatan;

b. rencana jaringan prasarana wilayah.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten

Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 :

5O.OOO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

J
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yang merupakan bagian yang tidak terPisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagtan Ledua

Rencana Puaat Keglatan

Pasal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 Ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan

dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional

dan provinsi, potensi, dan renc€rna pengembangan

wilayah kabupaten.

Pa$l 11

Rencana pusat kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a meliputi:

a. Pusat Kegiatan l,okal (PKL);

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan

d. Pusat Pelayanan l,okaf (PPL).

PKL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
berada di perkotaan Situbondo Kecamatan Situbondo.

PKLp sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b

berada di perkotaan Besuki dan perkotaan

Asembagus.

PPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c

berada di perkotaan Banyuglugur, perkotaan Suboh'

perkotaan Mlandingan, perkotaan Bungatan,

perkotaan Jatibanteng, perkotaan Sumbermalang,

perkotaan Kendit, perkotaan Panarukan, perkotaan

Mangaran, perkotaan Panji, perkotaan Arjasa,

perkotaan Kapongan, perkotaan Jangkar, dan

perkotaan Banyuputih.

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d
meliputi:

a. Desa Kayumas dan Jatisari di Kecamatan Arjasa;

b. Desa Patemon di Kecamatan Jatibanteng;

c. Desa Tanjung Pecinan di Kecamatan Mangaran;

d. Desa Gelung di Kecamatan Panarukan;

(2)

(3)

(4)

u
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e. Desa Kumbangsari di Kecamatan Jangkar;

f. Desa Curahcotok di Kecamatan Kapongan;

g. Desa Battal di Kecamatan Panji;

h. Desa Dawuan di Kecamatan Suboh;

i. Desa Kalirejo di Kecamatan Sumbermalang;

j. Desa Kedung Irc di Kecamatan Asembagus;

k. Desa Lubawang di Kecamatan Banyuglugur;

l. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;

m. Desa Kukusan di Kecamatan Kendit;

n. Desa Alas Banyur di Kecamatan Mlandingan; dan

o. Desa Blimbing di Kecamatan Besuki.

Pasal 12

Pusat kegiatan yang berupa perkotaan atau direncanakan

menjadi pusat perkotaan akan direncanakan secara lebih

detail.

Bagtea Letlga

Rencana Slstom Jarlngaa Prasarana Vtlayah

Pa$l 13

(1) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b

terdiri dari :

a. Rencana Sistem Jaringan Prasarana utama;

b. Rencana Jaringan Prasarana lainnya .

(2) Rencana Sistem jaringan prasarana utama

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri

dari :

a. Sistem jaringan transportasi darat;

b. Sistem jaringan transportasi laut;dan

c. Sistem jaringan transportasi udara.

:
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fangnf I
Rcaceaa Slrtcm Jarlngan Tranrpottad Darat

PeEal 14

(1) Rencana Sistem jaringan transportasi darat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2)

huruf a meliputi :

a. jaringan jalan dan terminal; dan

b. jaringan kereta api.

(21 Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf a meliputi jalan nasional, jalan

propinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.

(3) Rencana jalan nasional sebagaimana dimaksud pada: fl:'"'?"ff1'::"il# ffitlffi3;xil*.fi
strategis nasional rencana.

(4) Rencana jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada

Ayat (2) meliputi jdan provinsi kolektor primer dan
jalan strategis provinsi.

(5) Rencana jalan kabupaten sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) meliputi jalan kabupaten kolektor
primer, lokal primer.

(6) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada

Ayat (3) adalah jalan tol Probolinggo - Banyuwangi.

(71 Jalan Nasional arteri primer sebagaimana dimaksud

Pada AYat (3) meliPuti :

a. Paiton (Batas Kabupaten Probolinggo/Binor) -
Buduan;

b. Buduan - Panarukan;

c. Panarukan - Batas. Kota Situbondo;

d. Jl. PB. Sudirman (Situbondo);

e. Batas Kota Situbondo - Bajulmati (Batas

Kabupaten Banyuwangi);

f. Jln. A. Yani (Situbondo);

g. Jln. Basuki Rachmat (Situbondo).

(8) Jalan strategis nasional rencana sebagaimana

dimaksud pada Ayat (3) adalah Situbondo

Garduatak.

J
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(9) Jalan Frovinsi kolektor primer sebagaimana

dimaksud pada Ayat (4) meliputi :

a. Jln. A Jakfar (Situbondo);

b. Jln. Diponegoro (Situbondo);

c. Jln. Pemuda (Situbondo);

d. Batas Kabupaten Bondowoso - Batas Kota

Situbondo;

e. Buduan - Batas Kabupaten Bondowoso,

(lO) Jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada

Ayat (4) adalah Asembagus - Jangkar .

(11) Jaringan jalan lokal primer sebagai jalan kabupaten

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c

meliputi:

a. jaringan jalan yang menuju obyek wisata Puncak

Argopuro dengan melewati desa-desa Plalangan,

Tlogosari, dan Baderaa di Kecamatan

Sumbermalang;

b. jaringan jalan yang menuju obyek wisata air
Terjun Setanjak yang melalui desa Kedunglo di
Kecamatan Asembagus;

c. jaringan jalan yang menuju kawasan wisata Agro

Kayumas dengan melewati Desa Lamongan,

Kedungdowo, Ketowan, Banyeman dan Kayumas;

d. jaringan jalan menuju obyek wisata Pantai Patek.

(12) Rencana Jaringan terminal sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) huruf a meliputi:

a. rencana pengembangan terminal tipe A di
Kecamatan Situbondo;

b. rencana pengembangan terminal tipe B di
Kecamatan Besuki;

c. terminal tipe C di Kecamatan Kapongan,

Kecamatan Mangaran, Kecamatan Bungatan,

Kecamatan Arjasa, Kecamatan Banyuputih,

Kecamatan Jangkar dan Kecamatan Asembagus;

d. terminal angkutan umum yang berfungsi

menghubungkan antara ibu kota kecamatan

yang satu dengan yang lain atau daerah-daerah

tertentu yang merupakan pusat atau titik temu

beberapa moda transPortasi dan

aktivitas/ kegiatan; serta
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e. rencana pengembangan terminal kargo (bongkar

muat barang) di Kecamatan Banyuglugur dan
Kecamatan Panarukan.

Pard 15

Rencana jaringan rel kereta api sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) huruf b berfungsi
sebagai penyelenggaraan terminal barang dan
penumpang.

Rencana pengembangan jalur perkeretaapian

meliputi arahan pengembangan transportasi kereta
api untuk melayani pergerakan yang
menghubungkan antara Panarukan-Bondowoso-
Kalisat-Jember.

Paragraf 2

Rencana Sletcn Jadngan Traacportasl Laut

Pcad 16

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf b, meliputi:

a. rencana peningkatan dan pengembangan peranail
dan fungsi pelabuhan umum, pelabuhan khusus
serta pelabuhan perikanan;

b. rencana peningkatan peranan pelabuhan yang saat
ini masih berfungsi meliputi Pelabuhan Laut Besuki,
Pelabuhan Laut Panarukan, Pelabuhan Laut Kalbut,
dan Pelabuhan Penyebrangan Jangkar;

c. rencana peningkatan fungsi pelabuhan umum
sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan
untuk melayani angkutan barang dan penumpang
yang meliputi Pelabuhan Besuki, Pelabuhan
Panarukan, Pelabuhan Kalbut, Pelabuhan Jangkar
dan Pelabuhan Mimbo;

d. rencana pengembangan pelabuhan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

1. Pelabuhan Kalbut menjadi pelabuhan
pengumpul;

"
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2. Pelabuhan laut Panarukan sebagai pelabuhan

pengumpan;

3. Pelabuhan laut Besuki sebagai pelabuhan
pengumpan berskala lokal;dan

4. Pelabuhan Jangkar disamping sebagai

pelabuhan pengump€rn berskala lokal juga

berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan

tingkat II .

e. rencana pengembangan pelabuhan khusus
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan

mengikuti rencana tata ruang;

f. tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi
pertahanan dan keamanan Negara, dengan tidak
menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan

dan perbaikan TNI AL.

Paragraf 3

Reacana Slgtem Jarlagan Transpottact Udara

Pasd 17

Rencana sistem jaringan prasarana udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf c berupa
rencana Pengembangan Bandara Khusus Militer dan
Lapangan Udara TNI AD Melik di Kecamatan Banyuputih.

Baglea Leenpat

Rcncaaa Sistotn Jarlagen Prasarana Lalnnya

Passl 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (l) hurufb terdiri dari :

a. rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan;

b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;

c. rencana sistem jaringan sumberdaya air;dan

d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

ヽ
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Paragraf 1

Rencana Slrtem Jartngan Energt den Kelistrlkea

Pasal 19

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi

dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf a meliputi :

a. pengembangan pelayanan energi listrik, meliputi:

1. peningkatan jaringan distribusi pada lingkungan
pemukiman baru di kawasan wilayah
pengembangan;

2. peningkatan gardu pendistribusian listrik pada

kawasan yang diproritaskan;

3. pengembangan prioritas di Kecamatan Arjasa di
kawasan Kayu Mas untuk menunjang Kegiatan
pariwisata baik di Agrowisata Kayu Mas dan di
Kawasan Segitiga Emas Gunung ljen.

b. rencana pengembangan mikrohidro pada kecamatan-

kecamatan yang tidak terjangkau jaringan listrik dan

mempunyai potensi sumber daya air;

c. rencana pengembangan Solar Cell pada daerah-

daerah yang tidak te{angkau jaringan listrik dan

tidak mempunyai sumberdaya air;

d. rencana pengembangan energi alternatif panas bumi

di Argopuro dan Belawan Ijen;

e. Pengembangan Gardu Induk (GD 150/20 Kv di
Kabupaten Situbondo.

hragraf 2

Roncana Slcten Jarlngan Tcletomunlkad

Paraf 20

(1) Sistem pengembangan sistem jaringan prasarana

telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf b meliputi perangkat komunikasi dart

pertukaran informasi yang dikembangkan untuk
tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah
publik ataupun privat.

J
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Prasarana telematika yang dikembangkan, meliputi:

a. sistem kabel; dan

b. sistem seluler;

Rencana pengembangan prasarana telematika
sebagaimana dimaksud pada Ayat (l), terus
ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai
pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana
prasarana telematika mendorong kualitas
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Rencana penyediaan infrastruktur telematika,
berupa tower Base Tlanseiuer Station (BTS) yang
digunakan secara bersama- sarna.

Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil,
pemerintah memberi dukungan dalam
pengembangan kemudahan jaringan telematika.

Paragraf 3

Reacaaa Sirtem rlartagaa Suabcr Daya Atr

Paral 21

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana
sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf c meliputi :

a. rencana sistem jaringan air bersih;

b. rencana sistem jaringan irigasi;

c. rencana pembangunan embung; dan

d. rencana sistem jaringan drainase.

Rencana sistem jaringan air bersih ssfagairnan4
dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :

a. pengembangan sistem jaringan yang merata pada

seluruh wilayah kabupaten;

b. prioritas penanganan penyediaan air minum
diarahkan ke Kecamatan Situbondo, Panarukan,
Kendit, Besuki, Jatibanteng, Panji, Kapongan,
Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.

Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana
dimal<sud pada Ayat (1) huruf b adalah penetapan
sistem jaringaa irigasi yang meliputi :

a. daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat;

(4)

(5)

(2)
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4t
b. daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;

c. d;aerah irigasi kewenangan pemerintah

kabupaten

d. pengembangan jaringan irigasi teknis pada DAS

Tengah Kabupaten Situbondo.

Rencana pengembangan embung sebagaimana

dimaksud pada Ayat (i) huruf c adalah untuk
pertanian, yang meliputi :

a. Embung Banyuputih;

b. Embung T\:njang;

c. Embung Wringinanom;

d. Embung Nogosromo.

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:

a. pengembangan drainase skala makro, meliputi
perencanaan teknis dan pengembangan drainase

diluar kawasan perkotaan, antara lain pada

jaringan jalan utama kawasan pengembangan,

kawasan industri, dan sebagainya;

b. pengembangan drainase skala mikro, merupakan
perencanaan teknis dan pengembangan drainase

di wilayah perkotaan, antara lain drainase pada

kawasan perdagangan, jalan utama kota,
permukiman, dan kawasan komersial lainnya.

Pengembangan drainase pada Ayat (5) didasarkan
pada tingkat perencanaan yang disesuaikan dengan

pola pengembangan kawasan, dan terdiri dari :

a. drainase sistem primer;

b. drainase sistem sekunder;

c. drainase sistem tersier.

Sungai-sungai yang direncanakan sebagai drainase

sistem primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (7)

meliputi Sungai Selowongo, Sungai Sletreng, Sungai

Klatakan, Sungai lobawang, Sungai Deluwang,

Sungai Klatakan (Kendit), Sungai Sampean, Sungai

Merakan, Sungai Penjalinan, Sungai Kresek, Sungai

Curah Udang, Sungai Majid, Sungai Simacan,

Sungai Patemon, Sungai Bayeman, Sungai

Banyuputih, Sungai Bangeran, Sungai

Kalorkoran/ Sekarputih, Sungai Klenang, Sungai Sbr.

Bendo Hulu, Sungai Sbr. Bendo Total, Sungai

」
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Batuputih, Sungai Mangga jajar, Sungai Deluwang
Kecil, Sungai Pategalan, Sungai Duren, Sungai
Bales, Sungai Pakel, Sungai Gilindung.

Pangraf 4

Rencane Sl,rten Jertlgan Prararana Wtlayah Letnaya

Paltl 22

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :

a. sistem jaringan persampahan;

b. sistem penyediaan air minum;

c. sistem pengelolaan air limbah;

d. sistem jaringan drainase; dan

e. jalur evakuasi bencana.

Sistem jaringan persampahan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (l) huruf a meliputi :

a. penlrusunan rencana induk
persampahan;

pengolahan

b. rencana pengembangan sistem pengelolaan
sampah di kawasan perkotaan memerlukan
Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA) skala regional
direncanakan di Kecamatan Situbondo bagian
selatan dan di sekitar Kecamatan Suboh;

c. pembangunan Tempat Penampungan Sementara
(TPS) di selumh Kecamatan di wilayah
Kabupaten;

d. pengembangan sistem pengelolaan sampah
terpadu melalui Satuan Operasional Kebersihan
Lingkungan (SOKLI) pada daerah-daerah
permukiman, khususnya kawasan permukiman
kota di pusat-pusat pelayanan.

(3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi :

a. pembangunan dan pengembangan sistem
penyediaan air minum melalui PDAM di
Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panji,
Kecamatan dan Panarukan; dan

b. pembangunan distribusi air minum melalui
jaringan pipa PDAM atau jaringan SPAM pada

(2}
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kecamatan:

1. Kecamatan Kapongan;

2. Kecamatan Mangaran;

3. Kecamatan Kendit;

4. KecamatanMlandingan;

5. Kecamatan Suboh;

6. Kecamatan Bungatan;

7. Kecamatan Besuki;

8. Kecamatan Jati Banteng;

9. Kecamatan Sumber Malang;

1O. Kecamatan Banyuglugur;

11. Kecamatan Banyuputih;

12. Kecamatan Asembagus;

13. Kecamatan Jangkar;dan

14. Kecamatan Arjasa.

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengelolaan limbah domestik berupa IPAL
komunal yang terdapat di Kecamatan Situbondo,
Kecamatan Besuki, Kecamatan Asembagus;

b. pengelolaan limbah domestik berupa septic tank
terdapat di Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan
Suboh, Kecamatan Mlandingan, Kecamatan
Bungatan, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan
Sumbermalang, Kecamatan Kendit, Kecamatan
Panarukan, Kecamatan Mangaran, Kecamatan
Panji, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kapongan,
Kecamatan Jangkar, dan Kecamatan Banyuputih.

c. pengelolaan limbah non-domestik terdapat di
perkotaan Situbondo, perkotaan Asembagu.s dan
perkotaan Besuki; dan

d. pengelolaan El3 (Bahan Beracun Berbahaya)
terdapat di Kecamatan Panji.

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) huruf d meliputi :

a. mempertahankan sistem dan saluran drainase
yang ada dan merevitalisasi saluran drainase
eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi
saluran;

(5)
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b. pengembangan sistem drainase terpadu
khususnya bagi kawasan perkotaan PKL, PKLp
dan PPK; dan

c. pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran
hasil limpasan air hqjan yang tidak sempat
diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada

salah satu saluran drainase yang dapat
menyebabkan terjadi limpasan pada daerah
sekitarnya.

(6) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e

meliputi:

a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir
mengikuti pola jaringan jalan yang telah ada
menuju ruang evakuasi bencana;

b. ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
pada huruf a adalah fasilitas-fasilitas umum milik
pemerintah yang berada diluar lokasi banjir.

BAB IV

RTIYCAJ|A PIOLA RUAITG WTI,AYAII

Begtea Keeatu
Unua

pard 23

Rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten
menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan
kawasan budidaya.

Bagian Kedua
Rcnca[a Pola Ruang Kawasan Ltaduag

Pasal 24

Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;

c. kawasan perlindungan setempat;

＝
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kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar
budaya;

kawasan rawan bencana alam;

kawasan lindung geologi; dan

kawasan lindung Lainnya.

Pasel 25

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 19,716 ha
meliputi:

a. Kecamatan Sumbermalang;

b. Kecamatan Asembagus; dan

c. Kecamatan Arjasa.

Paral 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b, berupa kawasan resapan air yang
berada di kawasan sekitar kawasan hutan lindung
dengan luas kurang lebih 1.563 ha (seribu lima ratus
enam puluh tiga helrtar), meliputi :

a. Kecamatan Sumbermalang;

b. Kecamatan Asembagus;

c. Kecamatan Arjasa;

d. Kecamatan Mlandingan; dan

e. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampeyan.

PaEal27

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

a. kawasan sempadan pantai meliputi Kecamatan
Ban5ruglugur, Besuki, Bungatan, Mlandingan,
Kendit, Panarukan, Mangaran, Kapongan,
Arjasa, Jangkar, Asembagus, Banyuputih
kurang lebih seluas 1.366 ha (seribu tiga ratus
enam puluh enam hektar), dengan arahan
pengelolaan sebagai berikut :

u
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1. penanaman mangroue di wilayah pantai utara
untuk meminimalkan abrasi pantai dan
mencegah intrusi air laut kedaratan; dan

2. rehabilitasi terumbu karang ltakad) dan
pembuatan kawasan terumbu karang buatal
di sepanjang pantai utara wilayah kabupaten.

Kawasan sempadan sungai meliputi Sungai
Selowongo, Sungai Sletreng, Sungai Klatakan,
Sungai lobawang, Sungai Deluwang, Sungai
Klatakan (Kendit), Sungai Sampean, Sungai
Merakan, Sungai Penjalinan, Sungai Kresek,
Sungai Curah Udang, Sungai Majid, Sungai
Simacan, Sungai Patemon, Sungai Bayeman,
Sungai Banyuputih, Sungai Bangeran, Sungai
Kalorkoran/Sekarputih, Sungai Klenang,
Sungai Sbr. Bendo Hulu, Sungai Sbr. Bendo
Total, Sungai Batuputih, Sungai Mangga jajar,
Sungai Deluwang Kecil, Sungai Pategalan,
Sungai Duren, Sungai Bales, Sungai Pakel dan
Sungai Gilindung kurang lebih memiliki luas
2.134 ha (dua ribu seratus tiga puluh empat
hektar) dengan arahan pengelolaan sebagai
berikut :

1. perlindungan terhadap anak-anak sungai
diluar permukiman ditetapkan minimum 50
(lima puluh) meter meliputi seluruh Anak
Sungai Sampean dan Sungai Deluwang;

2. pada sungai besar dan anak sungai yang
melewati kawasan permukiman ditetapkan
minimum 15 (lima belas) meter; dan

3. perlindungan terhadap anak-anak sungai
diluar permukiman ditetapkan minimum 5O

(lima puluh) meter meliputi seluruh anak
Sampean dan Sungai Deluwang.

kawasan sekitar dam dan cek dam menyebar
hampir diseluruh wilayah kabupaten dan
kurang lebih seluas 38O ha (tiga ratus delapan
puluh hektar);
kawasan sekitar mata air meliputi Kecamatan
Jatibanteng 11 (sebelas) titik, Kecamatan
Banyuglugur 5 (lima) titik, Kecamatan Suboh 5
(lima) titik, Kecamatan Mlandingan 5 (lima) titik,

^
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Kecamatan Bungatan 2 (dua) titik, Kecamatan

Kendit 8 (delapan) titik, Kecamatan Arjasa 8
(delapan) titik, Kecamatan Jangkar 4 (empat)

titik, Kecamatan Asembagus 3 (tiga) titik,
Kecamatan Sumbermalang 13 (tiga belas) titik
kurang lebih seluas 63O ha (enam ratus tiga
puluh hektar); dan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang meliputi area

memanjang atau jalur dan/ atau mengelompok,
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah maupun yang sengaja ditanami,
yangmeliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik meliputi
taman kota, taman pemalaman umum, dan
jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan
pantai;

2. Ruang Terbuka Hilau (RTH) privat meliputi
kebun atau halaman rumah/gedung milik
masyarakat/ swasta yang

tumbuhan;
ditanami

3. proporsi Ruang Terbuka Hijau (RfH)

kawasan perkotaan meliputi paling sedikit
30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan
perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik
yang tumbuh secara alamiah maupun yang

sengaja di tanam, adapun Ruang Terbuka
Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka
Hifau (RTH) publik paling sedikit 20 o/o (dr:a

puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) privat 1O o/o (sepuluh persen) dengan

distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

kawasan perkotaan disesuaikan dengan

sebaran penduduk dan hierarki pelayanan

dengan memperhatikan rencana struktur
dan pola ruang wilayah;

4. RTH di wilayah kabupaten kurang lebih
seluas 1.366,97 (seribu tiga ratus enam

puluh enam koma sembilan puluh tqjuh)
Kmz, yang diisi oleh tanaman baik yang

tumbuh secara alamiah maupun Yang
sengaja di tanam; dan

毬
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5. RTH berupa hutan untuk DAS ditetapkan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas

DAS yang ada di Kabupaten Situbondo.

(21 Kawasan sempadan jalan kereta api sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) huruf e meliputi kawasan

sepanjang jalan kereta api, dengan sempadan

minimal 23 (dua puluh tiga) meter.

Pesal 28

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar

budaya, cagar alam dan suaka marga satwa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d
meliputi:

a. kawasan Taman Nasional;

b. kawasan Cagar Budaya;

c. kawasan cagar alam;

d. kawasan suaka margasatwa.

e. Kawasan pantai berhutan bakau.

Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) huruf a adalah Taman Nasional

Baluran di Kecamatan Banyuputih dengan luas

kurang lebih 3.506 ha (tiga ribu lima ratus enam

hektar).

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) huruf b merupakan obyek / benda

cagar budaya yang dilindungi yang meliputi:

a. Kecamatan Besuki, berupa bangunan kuno
yang diperkirakan bangunan bekas kantor/
Rumah Residen / Bupati Besuki, makam

Bupati Besuki, menara masjid dan merq,tsztani

dan

b. Kecamatan Panarukan berupa pelabuhan

peninggalan VOC dan stasiun Kereta Api.

Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf c adalah Sungai Kolbu di Kabupaten

Situbondo.

Kawasan suaka margasatwa sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) huruf d adalah dataran

tinggr Hyang di Kecamatan Sumbermalang.

(2)

(3)

(4)

(5)
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(6) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) huruf e meliputi kawasan
pelestarian alam sebagai pembentuk ekosistem
hutan bakau dan tempat berkembangbia}nya
berbagai biota laut disamping sebagai pelindung
pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung

usaha budidaya dibelakangnya, meliputi:

a. kawasan pantai berhutan bakau berada di
sepanjang pantai di Kecamatan Banyuglugur,
Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit,

Panarukan, Kapongan, Mangaran, Arjasa,

Jangkar, Asembagus dan kekuatan ikatan tanah
terutama pada daerah aliran air dengan luas
area kurang lebih 683 ha (enam ratus delapan
puluh tiga hektar);

b. menambah dan memperbaiki plengsengan/
penahan yang rusak;dan

c. memperketat pemberian ,jin bangu.nal dan
pengontrolan penggunaan tanah.

Palal 29

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:

a. kawasan rawan banjir;

b. kawasan rawan longsor;

c. kawasan rawan angin ribut; dan

d. kawasan rob air.

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada

Ayat (l) huruf a, meliputi:

a. Kecamatan Besuki;

b. Kecamatan Bungatan;

c. Kecamatan Kendit;

d. Kecamatan Panarukan;

e. Kecamatan Situbondo;

f. Kecamatan Panji;

g. Kecamatan Jatibanteng;

h. Kecamatan Mladingan; dan

i. Kecamatan Jangkar.

(2)
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(3) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. Kecamatan Jatibanteng;

b. Kecamatan Sumbermalang; dan

c. Bungatan, Kendit.

(41 Kawasan rawan angin ribut sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) huruf c, meliPuti:

a. Kecamatan Jatibanteng; dan

b. Kecamatan Sumbermalang.

(5) Kawasan rawan rob air sebagaimana dimaksud

pada Ayat (i) huruf e, meliputi seluruh kawasan

pesisir di wilayah KabuPaten.

Palal 3()

(l) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf f meliPuti :

. a. kawasan cekungan air tanah yang tergabung

dalam CAT Bondowoso - Situbondo; dan

b. kawasan rawan gemPa.

t2) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimalsud
pada Ayat (1) huruf b, meliPuti:

a. Kecamatan Panarukan; dan

b. Kecamatan BanYuPutih.

Pasal 31

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf g meliPuti:

a. kawasan perlindungan plasma nutfah;dan

b. kawasan perlindungan dan pengungsian satwa'

(21 Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana

dimalsud pada Ayat (1) huruf a meliputi kawasan

yang kaya akan keanekaragaman hayati, berada di

witayah Taman Nasional Baluran.

(3) Kawasan perlindungan dan pengungsian satwa

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b,

meliputi temPat hidup dan perkembangbiakan dari

⌒
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suatu jenis satwa yang perlu dikonservasi meliputi:

a. kawasan Taman Nasional Baluran yang

ditetapkan sebagai kawasan perlindungan

satwa, terutama satwa banteng;dan

b. pantai sepanjang Kecamatan Banyuputih

dengan luas kurang lebi}:, 229 ha (dua ratus dua

puluh sembilan hektar) ditetapkan sebagai

kawasan pantai berhutan bakau yang

dilindungi.

Bagiea Kettge
Kawaean BudtdeYa

Pe.aI 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 meliputi:

a. kawasan peruntukarl hutan;

b. kawasan pertanian;

c. kawasan perikanan;

d. kawasan perkebunan;

e. kawasan pertambangan;

f. kawasan industri;

g. kawasan Pariwisata;

h. kawasan pemukiman; dan

i. kawasan peruntukan lainnYa.

Paragraf I
Kawecan Poruatuken Hutan

Pasd 33

Kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf a meliPuti:

a. kawasan peruntukan hutan produksi; dan

b. kawasan peruntukkan hutan ralryat.

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) huruf a memiliki luas area

kurang lebih 36'385 Ha (tiga puluh enam ribu tiga

ratus delapan puluh lima hektal dari luas wilayah

」
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terletak di 6 Kecamatan, yang meliputi:

a. Kecamatan Sumbermalang;

b. Kecamatan A{asa;

c. Kecamatan Jatibanteng;

d. Kecamatan Mlandingan;

e. Kecamatan Banyuputih; dan

f. KecamatanBanyuglugur

Kawasan peruntukan hutan ralryat sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) huruf b terletak di seluruh
kecamatan dan memiliki luas area kurang lebih
16.502 Ha (enam belas ribu lima rafiis dua lektat)
dengan perincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Banyuglugur memiliki luas area

kurang lebih 2.401 Ha (dua ibu empat ratus satu

teldarl;

b. Kecamatan Besuki memiliki luas area kurang
lebih 362 Ha ltiga ra;fi;,s eftam Wluh dua heldal;

c. Kecamatan Jatibanteng memiliki luas area

kurang lebil;. 2.217 Ha (dua ribu dua ratus tujuh
belas hehat);

d. Kecamatan Sumbermalang memiliki luas area

kurang lebih 3.355 Ha ltiga ribu tiga ratus lima
puluhlima heklais;

e. Kecamatan Suboh memiliki luas area kurang
lebih 561 Ha (lima ratus enam Wluh safii lektat);

f. Kecamatan Mlandingan memiliki luas area

kurang lebih 759 Ha (tujuh ratus lima puluh
sembilan tektat);

g. Kecamatan Bungatan memiliki luas area kurang
lebih 1.O07 Ha (seibu tujuh tektafi;

h. Kecamatan Kendit memiliki luas area kurang

lebih 2.2a4 Ha (dua ibu dua ratus delapan puluh
empat hektaf;

i. Kecamatan Panarukan memiliki luas area

kurang lebih 325 Ha (tQa ratus dua puluh lima

leldar);
j. Kecamatan Situbondo memiliki luas area kurang

lebih 193 Ha (seratus sembilan puluh t@o hektat);

k. Kecamatan Panji memiliki luas area kurang lebih

497 Ha (empat rafits sembilan puluh tujuh
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lektatl;
L Kecamatan Mangaran memiliki luas area kurang

lebih 85 Ha (delapan puluh lima hektafl;

m. Kecamatan Kapongan memiliki luas area kurang
lebih 517 Ha (lima ratus tujuh belas hektar);

n. Kecamatan Arjasa memiliki luas area kurang
lebih 787 Ha (tujuh ratus delapan puluh tujuh
hektar);

o. Kecamatan Jangkar memiliki luas area kurang
lebih 515 Ha (lima ratus lima belas hektar);

p. Kecamatan Asembagus memiliki luas area

kurang lebih 264 Ha (dua raits enam puluh

empdthektai;dan
q. Kecamatan Banyuputih memiliki luas area

kurang lebih 373 Ha ltiga ratus tuiuh puluh tiga

heldai.

Paragsaf 2

I(ewesen Ponrntulaa Pcrtaaiaa

Pasel 34

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi
kawasan tanaman pangan, tanaman holtikultura
dan kawasan peternakan.

Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliPuti:

a. wilayah pengembangan kawasan pertanian

tanaman pangan berada di Kecamatan

Kapongan, Panarukan, Panji, Jangkar,

Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit,

Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan

Sumbermalang;

b. kawasan lahan pertaniaa untuk tanaman

pangan meliputi Kecamatan Kapongan,

Panarukan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa,

Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo'

Jatibanteng dan Sumbermalang dengan luas

33.639 Ha (tiga puluh tiga ribu enam rafirc tiga

ptluh sembilan lr,ktar) yang terdiri dari :

u
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1. sawah irigasi eksisting : 32.023 Ha

2. sawah Non irigasi eksisting : 1.616 Ha

c. skala prioritas daerah sentra tanaman pangan

padi meliputi Kecamatan Kapongan, Panarukan,

Panji, dan A{asa;

d. rencana pengembangan tanaman pangan padi

gogo meliputi Kecamatan Sumbermalang,

Jatibanteng, Bungatan dan Mlandingan;

e. rencana pengembangan tanaman pangan

palawija, berupa jagung berdasarkan skala
prioritas berturut-turut meliputi Kecamatan

Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh,

Mladingan, Bungatan, Kendit, Panarukan,

Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar,

Asembagus, Mangaran, Banyuputih, dan

Sumbermalang;

f. rencana pengembangan kedele berdasarkan

skala prioritas berturut-turut meliputi
Kecamatan Suboh, Mlandingan, Besuki,

Situbondo, Panarukan, Panji, Kendit, Kapongan

dan Banyuputih;

g. rencana pengembangan tanaman ubi kayu
berdasarkan skala prioritas berturut-turut
meliputi Kecamatan Jatibanteng, Arjasa,

Sumbermalang, Situbondo, Banyuglugur,

Kendit, Jangkar dan Kapongan; dan

h. rencana pengembangan tanaman pangan

palawija lainnya, seperti kacang tanah

berdasarkan skala prioritas berturut-turut
meliputi Kecamatan Jangkar, A{asa, Kapongan

dan Panji.

Kawasan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) berada di seluruh kecamatan terutama
pada daerah yang kurang mendapatkan air dan

mengandalkan air hujan (tadah hujan) dengan luas

area kurang lebih 43.674 Ha (empat puluh tiga ibu
enam ratus trtjuh puhth empat leldaf dari luas

wilayah kabupaten.

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LPPB) ditetapkan seluas 30.032 Ha (tiga puluh ibu
tiga puluh dua lektarl yang terdiri dari :

(3)
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1. Sawah irigasi LPPB

2. Sawah Non-irigasi LPPB

:28,82O_Ha

: l,2l2Ha
(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 huruf a merupakan kawasan usaha
peternakan perorangan yang tersebar di seluruh
wilayah kabupaten guna peningkatan produksi dan
populasi temak serta mencapai swasembada

protein hewani.

Parasnf a

Kewaran Penrntutan Pcrltanea

Pasal 35

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf c meliputi kawasan :

a. Kawasan peruntukan perikanan budidaya yang

terdiri dari :

1. budidaya air tawar terdapat di seluruh kecamatan

dengan luas areal kurang lebih 1O Ha (sepuluh

lektat);

2. budidaya air payau terdapat di Kecamatan Besuki,

Mlandingan, Kendit, Suboh, Panarukan,

Mangaran, Kapongan, A{asa , Banyuputih dengan

luas areal kurang lebih 1.3OO Ha (seribu tiga ratus
hektar);

3. budidaya air laut yang terdapat di Kecamatan

Banyuputih, Jangkar, Arjasa, Kapongan,

Mangaran, Panarukan, Kendit, Bungatan,

Mlandingan, Suboh, Besuki, dan Banyuglugur
seluas 1.826,26 Ha {seribu delapan ratus dua
puluh enam koma dua puluh enam hektafl.

b. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan

tangkap yang berada di Pondok Mimbo Kabupaten

Situbondo.

J
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Paragnf 5

Klwagan Peruntukea Perkebuaan

Pasal 36

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 32 huruf d seluas kurang lebih
20.588 Ha ldua puluh ibu lima ra:hrc delapan piluh
delapan hektat), meliputi:

a. komoditi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, kopi
arabika, dan cengkeh berada di Kecamatan

Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh,

Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji,

Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih;

b. komoditi kapas berada di Kecamatan Jatibanteng,

Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan,

Situbondo, Panji, Jangkar, Arjasa, Asembagus dan

Banyuputih;

c. Komoditi jambu mente berada di Kecamatan

Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh,

Mlandingan, Bungatan, Panarukan, Situbondo,

Mangaran, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan

Banyuputih;

d. komoditi tembakau berada di Kecamatan

Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki,

Suboh, Mlandingan, Bungatan, Arjasa, Jangkar,

Asembagus dan Banyuputih; dan

e. komoditi tanaman jarak tersebar di berbagai wilayah

kabupaten meliputi Kecamatan Banyuputih, Arjasa,

Kapongan, Panji dan Panarukan, yang memiliki

tanah-tanah marjinal/kritis dengan pengelolaan

diarahkan pada kawasan industri.

Paragraf 6

Kawaean Peruntukan Pertambangaa

Pa.al 37

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:

a. kawasan pertambangan energi panas bumi di wilayah

せ
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Gunung Argopuro dan Belawan - Ijen;

kawasan pertambangan mineral logam di Kecamatan

Mangaran dan Kecamatan Jangkar;

Kawasan pertambangan bukan logam berada di :

1. Kecamatan Kendit;

2. Kecamatan Bungatan;

3. Kecamatan Asembagus;

4. Kecamatan Situbondo;

5. Kecamatan Arjasa; dan

6. Kecamatan Sumbermalang.

Kawasan pertambangan batuan berada di seluruh

kecamatan di Wilayah Kabupaten Situbondo.

Paragraf 7
Kasasan Peruatukaa Iadurtrl

Pasal 38

Kawasan peruntukan industri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi:

a. industri kecil;

b. industri sedang;

c. pengembangan kawasan industri yang sudah

ada;

d. pengembangan kawasan industri baru; dan

e. pengembangan peruntukkan industri.

Industri kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

huruf a, berupa industri makanan, minuman,

tekstil, penjahit kulit, perhiasan kemasan,

anyarn€m bambu, anyarnan tikar, genteng, batu

bata dan pandai besi.

Industri sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) huruf b, beruPa Pabrik gula.

Pengembangan kawasan industri yang sudah ada

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c'

meliputi pengembangan 4 (empat) Pabrik Gula (PG)

yang sudah ada, berupa PG. Olean di Kecamatan

Situbondo, PG. Asembagus di Kecamatan

d

(2)

(3)
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Situbondo, PG. Asembagus di Kecamatan

Asembagus, PG. Wringinanom di Kecamatan

Panamkan dan PG. Panji di Kecamatan Panji.

Pengembangan kawasan industri baru sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) huruf d, meliputi kawasan
industri di Kecamatan Kapongan, Panji, Arjasa,

Mangaran, Asembagu.s, Jangkar, Besuki dan
Banyuglugur.

Rencana pengembangan peruntukan industri
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) .huruf e,

meliputi:

a. kawasan peruntukan industri kecil dan sentra-

sentra industri kecil meliputi selunih kecamatan

di wilayah kabupaten;

b. kawasan peruntukan sentra industri sedang

terutama pada kawasan perdesaan dan
perkotaan yang meliputi :

1. Kecamatan Kapongan terletak di Desa

Kandang , Desa Peleyan, Desa CurahCottok,

Desa Wonokoyo, Desa Seletreng, Desa Arjasa;

2. Kecamatan Mangaran terletak di Desa

Tanjung Glugur.

c. pengembangan kawasan peruntukan industri
besar terutama pada kawasan perdesaan dan

perkotaan meliputi:

1. Kecamatan Kapongan terletak di Desa

l,andangan dan Desa Peleyan;

2. Kecamatan Mangaran terletak di Desa

Tanjung Pecinan;

3. Kecamatan Arjasa terletak di Desa Lamongan.

4. Kecamatan Banyuputih terletak di Desa

Wonorejo.

ParagrafS

Kewaca! Penratulan Pastq/lleta

Pa38l 39

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g
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meliputi:

a. pengembangan wisata bahari;

b. objek dan potensi wisata disertai infrastmktur;
dan

c. pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata.

Pengembangan wisata bahari sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi zona
pengembangan wisata bahari berada di sepanjang
pantai utara meliputi Pelabuhan Besuki (di

Kecamatan Besuki) - Pantai Pasir Putih (Kec.

Bungatan) - Pantai Gelung (Kec. Panarukan)-

Pelabuhan Kalbut (Kecamatan kalbut) - Pantai
Bama (Taman Nasional Baluran).

Objek dan potensi wisata disertai infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b
meliputi:

a. zr.rra pengembangan tengah meliputi Makam
Raden Tjondrokusumo - Petilasan Syeikh
Maulana Ishaq - Pabrik Gula Olean;

b. znna pengembangan barat meliputi Pelabuhan
Ralryat Besuki - Pemandian Banyu Anget -
Pemandian Taman - Alam Desa Baderan -
Kompleks Makam Bloro - Puncak Rengganis -

Air Terjun Tempora - Karesidenan Besuki -
Klenteng Poo Tiang Biaw; dan

c. zorra pengembangan timur meliputi Taman
Nasional Baluran - Pantai Bama (Kecamatan

Banyuputih) - Pesantren Salafiyah Syaf iyah -

Pelabuhan Jangkar - Air Terjun Setancak -
Agro Wisata Kayumas.

Pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c,

meliputi:

a. objek wisata Pantai Pasir Putih sebagai obyek

wisata ba-hari;

b. objek wisata Pantai Pathek sebagai obyek

wisata bahari;

c. objek wisata Pantai Firdaus Banongan sebagai

obyek wisata bahari;

d. objek wisata Pantai Bama sebagai obyek wisata
bahari;

(3)
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e. objek wisata Tapak Tilas Syekh Maulana Ishak
Pecaron;

f, objek wisata Taman Nasional Baluran;

g. objek wisata Perkebunan Kayumas PTP )fi;
h. objek wisata TPI Pondok Mimbo;

i. objek wisata Pesantren Salafiyah Syaf iyah;

j. objek wisata Pelabuhan Rakyat Besuki;

k. objek wisata Pemandian Alam Taman;

l. objek wisata Pemandian Alam Banyu Anget;

dan

m. objek wisata Alam Desa Baderan.

(5) Pengembangan wisata bahari jalur wisata

Denpasar-Banyuwangi-Sumenep-Situbondo.

Paragraf9

Xararaa Peruntulan Pcrnuhlman

Pasat 4{,

Kawasan peruntukan permukiman seluas

4.285,0834 Ha sebagaimana dimalsud dalam Pasal

32 huruf h meliputi:

a. permukiman perdesaan; dan

b. permukiman perkotaan.

Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:

a. kawasan permukiman perdesaan dengan

kepadatan tinggi meliputi Kecamatan Besuki,

Situbondo, Panji, Kapongan, dan Banyuputih,
dengan mengembangkan daerah permukiman;

b. kawasan permukiman perdesaan dengan

kepadataa sedang meliputi Kecamatan

Jatibanteng, Suboh, Panarukan, Mangaran,

Asembagus, agar dipertahankan; dan

c. kawasan permukiman perdesaan dengan

kepadatan rendah meliputi Kecamatan

Sumbermalang, Banyuglugur, Mandingan,

Bungatan, Kendit, Arjasa, Jangkar.

Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (l) huruf b meliputi kawasan

(2)
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yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk
kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan
orientasi pergeralan penduduk yang ada pada

wilayah sekitarnya, meliputi:

a. pemukiman yang berada di semua ibukota
kecamatan terutama pada lingkup wilayah

kecamatan;

b. rencana permukiman diarahkan muncul pada

daerah-daerah pengembangaa industri meliputi
area sekitar PLTU Paiton, Oil Refinary, dan
eksplorasi laut.

Paragraf 10

Kawasaa Penrntutan Lalnnye

Pasl 41

Pengembangan kawasan budidaya peruntukan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

huruf i, meliputi:

a. kawasan sektor informal;

b. kawasan pertahanan dan keamanan;

c. kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil;dan

d. kawasan andalan.

Pengembangan kawasan sektor informal

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a

terdapat di kawasan perkotaan PKL dan PKLp

Kabupaten Situbondo.

Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah

wilayah yang ditetapkan secara nasional yang

digunakan untuk kepentingan pertahanan dan

keamanan dengan rincian meliputi :

a. Wilayah TNI - AD terdiri dari :

l. Daerah latihan militer ; Dodilatpur;

2. Daerah latihan militer : Kostrad Div-2;

3. Daerah latihan militer : Kostrad Div-2 Secaba

RindamV/BRWSukorejo.

b. Wilayah TNI - AL terdiri dari :

1. Daerah latihan militer: Puslatpur Baluran;
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2. Daerah latihan militer : Wringinanom
Asembagus;

3. Daerah latihan militer : Tanjung Jangkar.

Pengembangan kawasan budidaya perairan di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) huruf c meliputi :

a. ?,ona konservasi atau lindung;

b. znna pengembangan;

c. rcta pengembangan di darat;

d.. znna alur laut; dan

e. pengelolaan kawasan pesisir.

Tana konservasi atau lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

a. suaka alamlcagar alam laut meliputi yang perlu
dilindungi bagl kepentingan plasma nuftah,
keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan;

b. perlindungan znna peka perubahan ekosistem
pesisir yang memiliki hutan bakau / mangrove dan
terumbu karang yang melindungi berbagai jenis
biota laut di sepanjang pantai utara meliputi
Pantai Bama, Pasir Putih dan Pathek.

Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b meliputi zona pengembangan umum
kawasan pesisir, meliputi:

a. kawasan perikanan, terdapat di seluruh kawasan
perairan laut yang merupakan area yang
dirancang untuk mengakomodasi dan menjamin
akses yang kontinyu pada sumberdaya ikan bagi
nelayan yang menggunakan alat tsngkap yang
permanen maupun setengah perrnanen dan
struktur budidaya laut. Termasuk bagian ini
meliputi tambak ikan atau udang, wilayah
perikanan tangkap, budidaya air laut dan tempat
pemijahan ikan;

b. kawasan pariwisata, merupakan area yang
ditetapkan sebagai suatu zona khusus untuk
kepentingan pariwisata baik di darat maupun di
pesisir dan laut ditetapkan pada area yang
mempunyai keindahan alam dan potensi sumhr
daya laut meliputi sepanjang pesisir pantai utara;
dan

(5)
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c. kawasan industri, di pesisir dikembangkan
berdasarkan kaidah yang tidak bertentangan
dengan pelestarian lingkungan hidup.

7,ona pengembangan di darat sebagaimana
dimaksud pada Ayat (4) huruf c meliputi:

a. zr:;ra permukiman meliputi permukiman
perkotaar maupun perdesaan yang pemakaian
lahannya tidak didominasi oleh pertanian atau
kehutanan dan terdapat di sepanjang pantai utara
yang merupakan permukiman nelayan; dan

b. zona pariwisata berupa daerah yang dirancang
untuk pengembangan pariwisata yang sudah ada .

7.ona alur laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)

huruf d ditetapkan untuk menjaga kepentingan
umum dan keamanan nasional melalui :

a. pengembangan alur lintasan kapal;

b. pemberian rambu-rambu laut;

c. penginformasian alur laut melalui peta laut yang
terbanr.

Kawasan Andalan sebagaimsna dimalsud pada

Ayat (l) huruf d adalah kawasan Situbondo -
Bondowoso - Jember dengan sektor unggulan
perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dan
perikanan laut.

BA'B V
PEI{ETAPAN KAWASAN STRATEGIS KAAT'PATEI|

Pasd 42

Beberapa kawasan yang merupakan kawasan
strategis kabupaten meliputi:

a. kawasan strategis ekonomi;

b. kawasan strategis sosio-kultural;

c. kawasan strategis teknologi tinggi; dan

d. kawasan strategis penyelamatan lingkungan
hidup.

Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud
padaAyat (1) huruf a, meliputi:

a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

(8)

(e)

(t)
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di kawasan PKLp;

b. pengembangan kawasan industri di Kecamatan
Mangaran, Kapongan, Arjasa dan Panji;

c. pengembangan Pelabuhan Kalbut, Besuki,
Panarukan dan Jangkar; dan

d. pengembangan kawasan pengolahan hasil
perikanan di Pondok Mimbo di Desa
Sumberanyar Kecamatan Banyuputih, Desa
Klatakan di Kecamatan Kendit dan Desa Pesisir
Kecamatan Besuki.

e. mendorong pengembangan dan pembangunan
kawasan tertinggal yang meliputi :

1. Desa Alas Tengah, Desa Tamankursi dan
Desa Sumberargo di Kecamatan
Sumbermalang;

2. Desa Patemon, Desa Kembangsari, Desa
Pategalan di Kecamatan Jatibanteng;

3. Desa Tepos dan Desa Selobanteng di
Kecamatan Banyuglugur;

4. Desa Cemara, Desa Gunung Putri dan Desa

Dawuhan di Kecamatan Suboh;

5. Desa Alas Bayur dan Desa Campoan di
Kecamatan Mlandingan;

6. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;

7. Desa Rajekwesi dan Desa Kukusan di
Kecamatan Kendit;

8. Desa Kayumas di Kecamatan Arjasa.

(3) Kawasan strategis sosio-kultural ss$egaiman€r

dimaksud pada Ayat (l) huruf c, meliputi kawasan
di sekitar benda-benda peninggalan sejarah,
meliputi:

a. menara masjid dan rumah eks karesidenan
Situbondo di alun-alun Besuki; dan

b. perumahan lama (tanah lajeng), stasiun KA
peninggalan VOC, petilasan Hayam Wuruk,
Mercusuat dan pelabuhan peninggalan VOC di
Kecamatan Panarukan.

(41 Kawasan strategis teknologi tinggi sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) huruf d, meliputi:

a. pengembangan kawasan di sekitar PLTU Paiton

u
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yang masuk dalam batas administrasi wilayah
kabupaten;

b. pengembangan kawasan pendayagunaan sumber
daya alam berdasarkan lokasi sumber daya alam
strategis nasional berupa zonasi kawasan
pemurnian minyak bumi (Oil Refineryl di
Tanjung Pecinan Kecamatan M angaran; dan

c. Kawasan pertambangan energi panas bumi di
Gunung Argopuro dan Belawan ljen.

Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
berada di Taman Nasional Baluran di Kecamatan
Banyuputih.

Kawasan strategis provinsi agropolitan regional,
Sistem Agropolitan Ijen meliputi Kabupaten
Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten
Jember dan Kabupaten Situbondo.

BAB VI
ARAIIAIT PEMA.ITFAATAJT RUAITG

Bagtan Kesatu

Umum

PaEsI 43

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan
program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.

(2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang
ditetapkan dalam rencana tata ruang yang
dilaksanakan dengan menyelenggarakan
penatagunaan tanah, penatagunaan air dan
penatagunaan sumber daya alam lainnya.

(3) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
dipaduserasikan dengan dokumen rencana
pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dalam
bingkai prinsip pembangunan berkelanj utan.

u
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Begtan l(edua

Pemanfaetan Ruang ffiIa5rah

Paragraf I
Porumusan KeblJaten Strategte Operaelonallsasl

Pasal 44

Penataan ruang sesuai dengan RTRW dilaksanakan
secara sinergis dengan Peraturan Daerah lain yang
ada di Daerah.

Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan
sinergis antara perencanaan tata *arg,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Perumusan keb[iakan strategis operasionalisasi
rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang
kawasan strategis dilaksanakan oleh Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Perumusan kebijakan strategis operasional
merupakan perwujudan rencana struktur ruang,
pola ruang dan kawasan strategis.

Bagian Kettga

Perrr{udan Reacarra Struktur Rualg
Pssal 45

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) meliputi:

a. perwujudan sistem pusat kegiatan;

b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Paragraf I
PcrwuJudan Slctem Pucat Kcgtetan

Pasal .t6

(1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

a. pengembangan Pusat Kegiatan Lokaf PKL);

b. pengembangan Pusat Iftgiatan lokal Promosi (PKLp);

(3)

(4)

d
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c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

dan

d. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan
(PPL).

(2) Pengembangan PKL Situbondo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penyusunan RDTR, pen5rusunan peraturan
zonasi, dan penyusunan RP4D;

b. penyusunan masterplan kawasan pusat
pemerintahan, pen1rusunErn rencana RTH kota;
dan

c. pengembangan prasarana dan sarana dasar.

(3) Pengembangan PKLp Besuki dan Asembagus
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b
meliputi:

a. penJrusunan RIBL Kawasan;

b. penyusunan Rencana RTH; dan
c. pengembangan prasarana dan sarana dasar.

(4) Pengembangan

Mlandingan,
PPK Banyuglugur, Suboh,

Bungatan, Jatibanteng,
Sumbermalang, Kendit, Panarukan, Mangaran,
Panji, Arjasa, Kapongan, Jangkar, dan Banyuputih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. pen)rusunan RDTR kawasan perkotaan
Banyuglugur, Suboh, Mlandingan, Bungatan,
Jatibanteng, Sumbermalang, Kendit, Panarukan,
Mangaran, Panji, Arjasa, Kapongan, Jangkar,
dan Banyuputih;

b. penyusunan RTBL Kawasan;

c. Penyusunan Rencana RTH; dan
d. pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.

(5) Pengembangan PPL Desa Kayumas, Patemon,

Tanjung Pecinan, Gelung, Kumbang sari,

Curahcotok, Battal, Dawuhan, Kalirejo, Kedunglo,

Lubawang, Patemon, Kukusan, Alas Banyur dan
Blimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

*
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penyusunan RDTR dan peraturan zonasi

kawasan;

pen5rusunan RIBL kawasan;

pengembangan prasarana dan sarana dasar.

Paragraf 2

Perrqludan Sletem Jartngaa Prasaraaa Wtlayah

Paral 47

Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b
meliputi:

a. sistem jaringan prasarana utama yang terdiri dari
jaringan transportasi darat, jaringan transportasi laut
dan jaringan transportasi udara;

b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 4E

Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47huruf a meliputi:

a. jaringan jalan dan terminal;

b. jaringan kereta api.

Perwqjudan sistem jaringan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:

a. jaringan jalan nasional meliputi pembangunan
jaringan jalan bebas hambatan Probolinggo -

Banyuwangi;

b. pengembangan jaringan jalan provinsi berupa
jaringan jalan kolektor primer dan jalan strategis
provinsi meliputi:

1. pengembangan jaringan jalan kolektor primer
yang terdiri dari Jln. A. Jaldar, Jln.
Diponegoro, Jln. Pemuda, Batas Kabupaten
Bondowoso - Batas Kota Situbondo, Buduan -
Batas Kabupaten Bondowoso

2. pengembangan jaringan jalan strategis
provinsi adalah Asembagus - Jangkar.

( 1)

(21
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c. pengembangan jaringan jalan kabupaten berupa
jalan lokal primer di setiap kecamatan di
Kabupaten Situbondo.

(3) Perwqjudan sistem terminal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan terminal tipe A di Kecamatan
Situbondo;

b. pengembangan terminal tipe B di Kecamatan
Besuki;

c. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan
Kapongan, Kecamatan Mangaran, Kecamatan
Bungatan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan
Banyuputih, Kecamatan Jangkar dan Kecamatan
Asembagus;

d. terminal angkutan umum yang berfungsi
menghubungkan antara ibu kota kecamatan
yang satu dengan yang lain atau daerah-daerah
tertentu yang merupakan pusat atau titik temu
beberapa moda transportasi dan
aktivitas/ kegiatan; serta

e. pengembangan terminal cargo (bongkar muat
barang) di Kecamatan Banyuglugur dan
Kecamatan Panarukan.

Psrd 49

Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b
meliputi:

a. pengembangan terminal barang dan penumpang;

b. pengembangan transportasi kereta api untuk
melayani pergerakan yang menghubungkan antara
Panarukan-Bondowoso-Kalisat-Jember.

Pesd 50

Perwujudan sistem jaringan transportasi laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a
meliputi:

a. peningkatan dan pengembangan peranan dan
fungsi pelabuhan umum, pelabuhan khusus serta

\4
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pelabuhan perikanan;

peningkatan peranan pelabuhan yang saat ini
masih berfungsi meliputi Pelabuhan Laut Besuki,
Pelabuhan laut Panarukan, Pelabuhan Laut Kalbut,
dan Pelabuhan Penyebrangan Jangkar;

peningkatan fungsi pelabuhan umum untuk
melayani angkutan barang dan penumpang yang

meliputi Pelabuhan Besuki, Pelabuhan Panarukan,
Pelabuhan Kalbut, Pelabuhan Jangkar dan
Pelabuhan Mimbo;

pengembangan pelabuhan umum, meliputi :

1. Pelabuhan Kalbut menjadi pelabuhan
pengumpul;

2. Pelabuhan laut Panarukan sebagai pelabuhan

pengumpan;

3. Pelabuhan laut Besuki sebagai pelabuhan
pengumpan berskala lokal;

4. Pelabuhan Jangkar disamping sebagai

pelabuhan pengumpan berskala lokal juga

berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan

tingkat II.

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan transportasi udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a
meliputi:

a. pembangunan dan pengembangan bandara khusus
militer dan lapangan udara TNI AD Melik di
Kecamatan Banyuputih;

b. pengembangan ruang udara untuk penerbangan; dan

c. pen5rusunan rencana induk bandar udara khusus
militer.

Paragraf 3

Perwqludea Slatem Prasarana Lalnaya

Pg3al 52

Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

d.

u
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a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;

b. sistem jaringan telekomunikasi;

c. sistem jaringan sumberdaya air; dan

d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Persl 53

Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a
meliputi:

a. penambahan dan perbaikan jaringan di seluruh
Kecamatan;

b. peningkatan infrastruktur pendukung di seluruh
Kecamatan;

c. pengembangan prioritas di Kecamatan Arjasa
(kawasan Kayu Mas) untuk menunjang kegiatan
Pariwisata (Agrowisata Kayu Mas dan Segitiga Emas
Gunung ljen);

d. pengembangan PLTU di Kecamatan Banyuglugur.

Pard 54

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 52 huruf b
meliputi:

a. penambahan jaringan-jaringan baru terutama di
pusat-pusat kecamatan dan kawasan strategis;

b. pengembangan telepon umum yang ditunjang oleh

Wartel pada kawasan-kawasan perdagangan, jasa

dan perkantoran;

c. penyediaan tower BTS (Base Transeiuer Stationl

secara bersama.

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan
sebagaimana dimaksud dalam
meliputi:

a. pengembangan jaringan air
kecamatan-kecarnatan yang

sumber daya air
Pasal 52 huruf c

minum baru di
belum terjangkau

d
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instalasi air bersih;

b. pengembangan fasilitas air bersih;

c. pengembangan instalasi air bersih pada kawasan
wisata potensial.

paral 56

Perwujudan sistem jaringan pras€rrana wilayah
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
huruf d meliputi:

a. sistem jaringan persampahan;

b. sistem air minum kota;

c. sistem pengelolaan air limbah;

d. sistem drainase; dan

e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Perwujudan sistem jaringan persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. penJrusunan rencana induk
persampahan;

pengolahan

b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

regional;

c. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

di seluruh Kecamatan;

d. penerapan pengelolaan sampah dengan
menggunakan pendekatan konsep 4R, yaitu
redu@ (mengorangi), reuse (memalai kembali),
reqcle (mendaur ulang) dan replae (mengganti);

e. peningkatan peran masyarakat dan dunia
usaha/swasta dalam penyelenggaraan sistem
pengelolaan persampahan;

f. peningkatan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) dari sistem o.pen dumping ke sanitary
landill;

g. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas
sistem pelayanan;

h. pengembangan alternatif pembiayaan;

i. pengembangan tempat penampungan sampah
sementara atau penyediaan kontainer pada

setiap wilayah kecamatan sebagai tempat

(2t
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penampungan sampah pasar dan rumah tangga
sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) sampah;

j. penyediaan sarana pengangkutan sampah yang
memadai dan mendistribusikannya secara
proporsional di setiap wilayah; dan

k. pengembangan sistem pengelolaan sampah
terpadu Satuan Operasional Kebersihan
Lingkungan (SOKLD termasuk didalamnya
membangun Instalasi Pengelolaan Sampah
Terpadu (IPST).

Perwujudan sistem jaringan air minum perkotaan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b
berupa pengembangan dan pemanfaatan PDAM
yang melayani Kecamatan Situbondo, Kecamatan
Asembagus dan Kecamatan Besuki.

Perwujudan sistem jaringan air limbah
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c

meliputi:

a. pengembangan septik tank dengan sistem
terpadu untuk kawasan pemukiman perkotaan;

b. pengembangan sistem seuerage untuk kawasan
industri dan kawasan padat dengan memakai
sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

serta Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu
(IPLT);dan

c. pengembangan sistem jaringan tertutup untuk
kawasan industri yang memungkinkan
menghasilkan limbah.

Perurrjudan sistem jaringan drainase sebagaimana
dimaksud pada Ayat (l) huruf d dilakukan
peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-
pusat kegiatan.

(6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e

meliputi:

a. pengembangan jalur evakuasi bencana gempa

bumi di selurLrh Kecamatan;

b. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di
Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panarukan,
dan kecamatan-kecamatan lain yang terkena

(s)
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jalur banjir melalui pola jaringan jalan menuju
lokasilokasi penampungan yang telah di
tetapkan.

Bagiea Kodue

Pcrrrqludan Rcncaaa Pola Ruang

Paragraf f
Urnun

pual Sz

Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) meliputi:

a. perwujudan kawasan lindung; dan

b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf2

Pe rrqludenlfuwasan Ltnduag

Paral 58

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

a. perwujudan kawasan hutan lindung;

b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;

c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam
dan cagar budaya;

d. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan

e. perwujudan kawasan lindung geologi.

Pesal 59

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

a. rehabilitasi kawasan hutan lindung, penguatan
program dan pemberdayaan masyarakat;

b. pengawasan dan pengamanan kawasan hutan
lindung; dan

c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan

aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan

masyarakat.

rl
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P8.al 6()

Perwujudan kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf b
meliputi:

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai; dan

c. kawasan sempadan mata air.

Perwujudan kawasan sempadan pantai
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
meliputi:

a. pengamanan kawasan sempadan pantai;

b. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan
pantai;

c. pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya di
sempadan pantai;

d. pengembangan kegiatan budidaya harus
dilakukan dengan tidak merusak fungsi lindung;
dan

e. pengembangan kegiatan pariwisata yang tidak
menggangu kawasan lindung di sempadan
pantai,

Perwujudan kawasan sempadan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. peningkatlan kemampuan daerah aliran sungai
untuk melangsungkan daur hidrologinya dengErn

pembentukan kawasan perlindungan setempat
sempadan sungai;

b. penertiban bangunan permukiman, publik dan
komersial yang berada pada garis sempadan
sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;

c. nonnalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan
sungai;

d. pengembangan konsep bangunan menghadap
sungai;

e. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan
sungai yang melalui kawasan perkotaan dan
atau permukiman;

(3)
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f. konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai
yang potensial erosi dan longsor; dan

g. pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan
untuk kegiatan budi daya tanaman keras
bernilai ekologis dan ekonomis, tanaman
sa1 rran, dan lainnya.

(4) Perwujudan kawasan sempadan mata air
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c
meliputi:

a. peng€unanan kawasan sekitar mata air;

b. penertiban bangunan permukiman, publik dan
komersial yang hrada pada sempadan mata air
secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;

c. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan
mata air; dan

d. pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan
pariwisata.

Pasal 61

(1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam
dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasa-l 58 huruf c meliputi:

a. perwujudan kawasan Taman Nasional;

b. perwujudan kawasan Cagar Budaya,

(2) Perwujudan kawasan Taman Nasional sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:

a. rehabilitasi kawasan Taman Nasional, penguatan
program dan pemberdayaan masyarakat;

b. pengawasan dan pengamanan kawasan cagar

alam; dan

c. pengendalian pembangunan lisik dan
perkembangan aktilitas binaan pada kawasan
dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Perwujudan kawasan Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengembangan kawasan Cagar budaya sebagai

kawasan penelitian dan wisata minat khusus;

b. pengendalian pembangunan frsik dan

rl
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perkembangan aktifitas binaan pada kawasan
dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 62

Perwujudan pengelolaan kawasan bencana alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d
meliputi:

a, perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir;
b. perwujudan pengelolaan kawasan rawan

gelombang pasang; dan

c. perwujudan pengelolaan kawasan rawan
longsor.

Perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir
sglagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
meliputi:

a. Pengendalian pembangunan fisik dan
perkembangan kawasan budidaya pada kawasan
rawan bencana banjir;

b. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir;

c. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir;
dan

d. penyusunan rencana mitigasi bencanabanjir.

Perwujudan pengelolaan kawasan rawan gelombang
pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:

a. pengendalian pembangunan dan perkembangan
kawasan budidaya dengan memperhatikan
bangunan yang tahan gempa;

b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan
rawan gelombang pasang;

c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan
rawan gelombang pasang; dan

d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan
rawan gelombang pasang.

Perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor
sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf c

meliputi:

a. pengendalian pembangunan fisik dan
perkembangan kawasan budidaya pada kawasan

(21
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rawan bencarla longsor;

b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan
bencana longsor;

c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan
pada kawasan bencana longsor; dan

d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan
bencana longsor.

Pa.eI 63

Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologr

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d
metputi:

a. pengendalian pembangunan dan perkembangan
kawasan budidaya dengan memperhatikan
bangunan yang tahan gempa;

b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan
rawan gempa bumi;

c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasanrawan
gempa bumi; dan

d. penJrusunan rencana mitigasi pada kawasan rawan
gempa bumi.

Paragref 3

PcrwqJudo" Kswasan Budtdaya

Pe.el 64

Perwujudan pola ruang kawasan budidaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) meliputi:

a. perwujudan kawasan hutan produksi;

b. perwujudan kawasan pertanian;

c. perwujudan kawasan perikanan;

d. perwujudan kawasan pertambangan;

e. perwujudan kawasarr industri;

f. perwqjudan kawasan pariwisata;

g. perwujudan kawasan pemukiman; dan

h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

u
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Pasal 65

Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

a. pengembangan hutan produksi terbatas melalui
kegiatan Hutan Tanaman Rakyat; dan

b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan sistem
tebang pilih.

Palel 66

Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

a. perwujudan kawasan pertanian tanaman
pangan;

b. perwujudan kawasan hortikultura;

c. perwujudan kawasan perkebunan; dan

d. perwujudan kawasan peternakan.

Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
meliputi:

a. peningkatan produktilitas lahan padi sawah
melalui intensilikasi dan pengembangan padi
organik;

b. pengembangan dan pembangunan prasarana
dan sarana pendukung kegiatan pertanian;

c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan
pengelolaan sumber daya air untuk irigasi,
pengadaan sarana produksi, panen dan pasca
panen;

d. pengembangan kawasan pertanian melalui
pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan
potensial;

e. pen5rusunan Masterplan Agropolitan; dan

f. pengembangan pasar hewan yang didukung
dengan sentra peternakan.

Perwujudan kawasan pertanian hortikultura
sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b
meliputi:

a. pengembangan kawasan sentra penghasil

rl
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tanaman holtikultura;

b. optimalisasi produksi mangga melalui
pengembangan kawasan sentra mangga;

c, optimalisasi produksi kelengkeng melalui
pengembangan kawasan sentra kelengkeng; dan

d. optimalisasi produksi jeruk melalui
pengembangan kawasan sentra jeruk;

e. optimalisasi produksi manggis melalui
pengembangan kawasan sentra mangqis;

f. optimalisasi produksi anggur melalui
pengembangan kawasan sentra anggur;

g. optimalisasi produksi jambu air melalui
pengembangan kawasan sentra jambu air;

h. optimalisasi produksi pisang melalui
pengembangan kawasan sentra pisang.

(4) Perwqjudan kawasan pertanian perkebunan
sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c
meliputi:

a. pengembangan terminal agrobisnis di daerah
panji dan kapongan;

b. pengembangan sentra tembakau di Besuki dan
tujasa;

c. pengembangan tanaman jarak pada lahan kritis;
dan

d. optimalisasi produksi kelapa, pinang, tebu, kopi
robusta, cengkeh, kapas jambu mente dan
tembakau dengan membuat sentra-sentra
produksi pada daerah yang potensial di
Kabupaten Situbondo.

(5) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:

a. peningkatan produktifitas peternakan dengan
komoditas Sapi, Kambing, Ayam Ras Petelur, dan
Ayam Ras Pedaging; dan

b. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.

Pa.al 57

Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 huruf c meliputi:

d
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a. pengembangan kegiatan perikanan tangkap;

b. pengembangan fasilitas PPI;

c. pengembangan kegiatan perikanan budidaya laut dan
tambak; dan

d, pengembangan kawasan minapolitan.

Pasal 58

Perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi:

a. pen5msunan studi potensi pertambangan;

b. penyusunan prolil potensi pertambangan;

c. pengembangan pertambangan tertutup pada
kawasan hutan lindung;

d. rehabilitasi lahan pasca tambang; dan

e. pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan
yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 69

Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 huruf e meliputi:

a. pengembangan kawasan industri manufaktur;

b. penyusunan masterplan industri; dan

c. pembangunan Infrastruktur pendukung Industri dan
pergudangan.

Pasd 70

Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 huruf f meliputi:

a. penyusunan rencana induk pengembangan

pariwisata daerah;

b. penyusunan rencana induk pengembangan obyek
wisata;

c. pengembangan paket wisata potensial;

d. pengembangan kegiatan wisata kuliner;

e. pengembanagan pelabuhan wisata ;
f. pengembangan even rutin tahunan;

il
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penguatan dan pemberdayaan masyaralat produksi
cinderamata;

pembuatan pusat informasi wisata pada titik - titik
berkumpulnya wisatawan; dan

pengembangan atraksi wisata pada kawasan wisata
alam.

Palal 71

Perwujudan kawasan pemukiman sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 64 huruf g meliputi:

a. perwujudan pemukiman perkotaan; dan

b. perwujudan pemukiman perdesaan.

Perunrjudan kawasan pemukiman perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. pemetaan mna permukiman elesisiting dan
kawasan siap bangun dengan memperhatikan :

1. daya tampung kota, terkait dengan kawasan
yang relatif aman dari ancaman bencana
alam, lahan dengan kemiringan dibawah 15%

(lima belas persen), dan pertumbuhan
penduduk;

2. rencana pembangunan sentra industri kecil;

3. rencana pengembangan fasilitas utama kota;
dan

4. rencana pengembangan kawasan
perdagangan dan jasa.

b. identilikasi kelengkapan dan cakupan layan
fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing
blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun
2033, seperti :

1. jalan lingkungan;

2. sistem jaringan pras€rrana air minum;

3. sistem jaringan prasarana listrik;
4. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;

5. sistem pengelolaan sampah; dan

6. sistem drainase dan pengelolaan limbah.

c. pencegahan banjir melalui pengelolaan daerah
tangkapan air berupa biophori maupun danau

l.

(1)

12)

d
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buatan di kawasan pe mukiman;

d. identifrkasi lokasi kelompok pemukiman yang
berada pada kawasan rawan bencana alam dan
merekomendasikan mitigasinya/ relokasi;

e. revitalisasi kawasan tradisional/etnis/
bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai
bangunan bersejarah yang bernilai atau
bermakna penting;

f. peningkatan penyehatan
pemukiman;

lingkungan

g. identilikasi seluruh bangunan yang berada pada

kawasan aman bencana alam, namun tidak
memenuhi syarat teknis tahan gempa dan
merekomendasikan solusi teknisnya;

h. penyusunan rencana teknis tata ruang kota
dengan pendekatan mitigasi bencana dan
pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba
dan lisiba) dengan rencana pembangunan
prasErrana permukiman yang lebih terarah,
efektif, efisien, produktif, aman dan
berkelanjutan;

i. pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-

Rumah Sangat Sederhana; dan

j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas
lingkungan permukiman.

(3) perwujudan pengembangan pemukiman perdesaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. identilikasi kebutuhan perumahan dan
penyediaan perumahan perdesaan melalui
bantuan pemerintah dan pembangunan
perumahan swadaya;

b. relokasi kelompok perrnukiman perdesaan dalam
kawasan lindung;

c. klasifikasi kelompok permukiman yang berada
pada kawasan budi daya yang mempunyai akses
tinggi, sedang dan rendah;

d. idenffikasi kelengkapan prasarana dan sarana
permukiman pada masing-masing kelompok
permukiman dan merekomendasikan rencana
pembangunannya; dan

d
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e. penyediaan prasarEma dan sarana permukiman
skala perdesaan dengan memperhatikan prinsip
pemerataan, pengentasan kemiskinan,
peningkatan kualitas hidup, efesiensi dan
efektivitas .

Passl 72

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf h meliputi:

a. pemantapan kawasan pertahanan dan keamanan;
dan

b. pengembangan kawasan budidaya perairan di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi
kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan
nelayan.

Baglan Kcempat

Perwrqju&n Kawasatr Strategte

Pasel 73

(1) Perwqjudan kawasan strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) meliputi :

a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan
ekonomi;

b. kawasan strategis dengan sudut aspek sosial-
kultural;

c. kawasan strategis penyelamatan lingkungan
hidup; dan

d. kawasan strategis dengan sudut pendayagunaan

sumber daya alam dan teknologi tinggi.

(21 Perwujudan kawasan strategis dengan sudut
kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada
Ayat (l) huruf a meliputi:

a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

di kawasan PKL dan PKLp Kabupaten Situbondo;

b. pengembangan kawasan industri di Kecamatan
Mangaran, Kapongan, danA{asa;

c. pengembangan Pelabuhan Kalbut, Besuki,
Panarukan dan Jangkar; dan

u
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d. pengembangan kawasan pengolahan hasil
perikanan di Pondok Mimbo di Desa
Sumberanyar Kecamatan Banyuputih, Desa
Klatakan di Kecamatan Kendit dan Desa pesisir

Kecamatan Besuki,

e. Mendorong pengembangan dan pembangunan
Kawasan Tertinggal di Kabupaten Situbondo
yang meliputi :

1. Desa Alas Tengah, Desa Tamankursi dan
Desa Sumberargo di Kecamatan
Sumbermalang;

2. Desa Patemon, Desa Kembangsari, Desa
Pategalan di Kecamatan Jatibanteng;

3. Desa Tepos dan Desa Selobanteng di
Kecamatan Banyuglugur;

4. Desa Cemara, Desa Gunung Putri dan Desa
Dawuhan di Kecamatan Suboh;

5. Desa Alas Bayur dan Desa Campoan di
Kecamatan Mlandingan;

6. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;

7. Desa Rajekwesi dan Desa Kukusan di
Kecamatan Kendit;

8. Desa Ka5rumas di Kecamatan Arjasa

Perwrrjudan kawasan strategis dengan sudut asp€k
sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufbberupa:

a. konservasi dan preservasi menara masjid dan
rumah eks karesidenan Situbondo di alun-alun
Besuki; dan

b. konservasi dan preservasi perumahan lama
(tanah lajeng), stasiun KA peninggalan VOC,
petilasan Hayam Wuruk, Mercusuar dan
pelabuhan peninggalan VOC di Kecamatan
Panarukan.

Perwujudan kawasan strategis degan sudut
penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) huruf c berupa :

a. pembatasan pembangunan pada kawasan
Taman Nasional Baluran di Kecamatan
Banyuputih;

(4)
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b. pemberdayaan masyarakat sekitar Taman
Nasional Baluran.

(5) Sudut pendayagunaan sumber daya alam dan
teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat
(l) huruf c berupa pengembangan kawasan energi
panas bumi di Argopuro dan Belawan ljen .

Bagian Kellma

Polabanaan Pcoanfaataa Rualg
Peragraf I

Horltac den Tahapaa Penbanguaaa

P.sal 74

(l) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun
berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan
kegiatan yErng mempunyai efek mengganda sesuai
arahan umum pembangunan daerah.

(21 Prioritas program pembangunan terdiri atas bidang
kelautan dan perikanan, peke{aan umum,
pertanian, pengairan, perhubungan, perumahan,
pertanahan,industri dan lingkungan hidup

(3) Program pembiayaan terdiri atas:

a. program utama;

b. perkiraan pendanaan;

c. sumber pembiayaan;

d. instansi pelaksana.

(41 Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah berupa
indikasi program, terlampir dalam Lampiran IV
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

(5) Waktu pelaksanaan dalam 4 tahapan pelaksanaan
(5 tahunan).

Bagiea Keeaam

Opttmdtrast Aset Penerlntah Deerah

Pa.el 75

Optimalisasi Aset pemerintah daerah meliputi
perlindungan terhadap :

0
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lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas
30.O32 Ha;

kawasan Taman Nasional Baluran;

kawasan Andalan Provinsi yang berada di
Kabupaten Situbondo dengan sektor Unggulan
perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dan
perikanan laut.

BAB VII
NETEI{TUAIT PEI{GEITDALIAIY PETAITFAATAN RUAITG

Bagian Kesatu
Umun

Pesal 75

Ketentuan pengendalian pemalfaatan ruang
wilayah kabupa.ten menjadi acuan pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
kabupaten.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan intensif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagtrn Kedua
Keterrtual Uaun Peraturan Taarasl

Palel 77

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, menjadi
pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh
pemerintah kabupaten.

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk
kawasan lindung;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk
kawasan budidaya;

(1)

(2t

(l)

(2t
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ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem
jaringan prasarana;

ketentuan umum peraturan zonasi sistem
perkotaan;

ketentuan umum peraturan zonasi sistem
perdesaan;

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
strategis.

Peregref f
Kctentue[ Uoum Peraturan ?.onnierl Kewasan Lindung

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) huruf
a, meliputi:

a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;dan
e. kawasan lindung geologi.

Pasal 79

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan
lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

huruf a memitki karakter sebagai kawasan hutan
yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan, sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur ta.ta air, pencegahan banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah

(2) Ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan
lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kegiatan wisata alam, penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dengan

syarat tidak merubah bentang alam;

d.

e.
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2. pemanfaatan kawasan hutan, jasa
lingkungan, dan pemungutan hasil hutan
bukan kayu; dan

3. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi
bencana.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. penggunaan kawasan huta-n dapat dilakukan
tanpa mengubah fungsi pokok kawasan
hutan; dan

2. penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pertambangan dan panas bumi
dilakukan melalui pemberian 'rzrn pinjam
pakai oleh Menteri dengan
mempertimbangkan batasan luas dan jangka

waktu tertentu serta pelestarian lingkungan
hidup.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas
kawasan hutan;

2. penambangan dengan pola penambangan
terbuka; dan

3. pencegahan kegiatan budidaya baru dan
budidaya yang telah ada di kawasan lindung
yang dapat mengganggu fungsi lindung dan
kelestarian lingkungan hidup.

d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa
kegiatan pembangunan di kawasan hutan
lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan

dengan besaran KDB yang diizinkan <1O%, KLB
3 lOo/o, dan KDH > 9Oo/o.

e. Prasarana dan sarana minimum berupa
penyediaan sarana dan prasarana kegiatan
pembangu.nan yang menunjang dengan tanpa
merubah bentang alam hutan lindung antara
lain penyediaan jalan setapak, bangunan non
pernErnen yang tidak merusak lingkungan, dan
penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

f. Ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan hutan yang mengalami

penurunErn fungsi maka dapat dilakukan
rehabilitasi hutan melalui reboisasi,

\[
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penghijauan, pemeliharaan, pengayaan

tanaman dan penerapan teknis konservasi
tanah;

2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan
berdasarakan kondisi spesifik biofrsik;

3. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan
diutamakan pelaksanaannya melalui
pendekatan partisipatif dalam rangka
mengembangkan potensi dan
memberdayakan masyarakat; dan

4. reklamasi pada kawasan hutan bekas area
tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang

izin pertambangan sesuai dengan tahapan
kegiatan pertambangan.

Ketentuan urnum peraturan zonasi kawasan
perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai;dan

c. kawasan sempadan mata air.

Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan
pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

kawasan sempadan pantai ditetapkan 10O

(seratus) meter dari titik pasang tertinggi;

kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam
zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
tidak diperkenankan dilakukan kegiatan
budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan
pengendali air, dan sistem peringatan diri leady
uaming system);

kawasaa sempadan pantai yang termasuk dalam
zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan
kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan
perikanan tradisional;

kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam
zona lain dalam vrilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil diperkenankan dilakukan kegiatan
budidaya sesuai peruntukan kawasan dan
peraturan perundang-undalgan yang berlaku.

b.

\l

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
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sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan

kriteria:

l. bertanggul dan berada dalam kawasan
permukiman dengan lebar paling sedikit 5
(lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

2. tidak bertanggul dan berada diluar kawasan
permukiman dengan lebar minimal paling
sedikit 10O (seratus) meter dari tepi sungai;

3. tidak bertanggul pada sungai kecil diluar
kawasan permukiman dengan lebar paling
sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

b. dalam kawasan sempadan sungai tidak
diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya
yang mengakibatkan terganggunya fungsi
sungai;

c. dalam kawasan sempadan sungai masih
diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan
utilitas lainnya dengan ketentuan :

1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan
pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang
jaringan prasarana tersebut;

2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang
berlaku.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf c meliputi:

a. dalam kawasan sempadan mata air tidak
diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya
yang dapat merusak mata air;

b. dalam kawasan sempadan mata air masih
diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang
pariwisata alam sesuai ketentuan yang

berlaku;dan

c. dilarang mendirikan bangunan tanpa kecuali.

Pasal 80
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka

alam, pelestarian alam dan €gar budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c

meliputi:

I
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a. kawasan cagar alam;

b. kawasan sua}a alam;

c. kawasan taman wisata alam; dan
d. kawasan cagar budaya.
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar
alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. dalam kawasan cagar alam tidak diperkenankan
kegiatan budidaya; dan

b. diperkenankan kegiatan pariwisata yang

berkaitan dengan penelitian tanpa mengganggu

fungsi lindung.

Ketentuan umum peraturarr zonasi kawasan suaka

alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. dalam kawasan cagar alam tidak diperkenankan
kegiatan budidaya; dan

b. diperkenankan kegiatan pariwisata yang

berkaitan dengan penelitian tanpa mengganggu

fungsi lindung.

Ketentuan urnum peraturan zonasi kawasan taman
wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:

a. dalam kawasan taman wisata alam tidak
diperkenankan kegiatan budidaya; dan

b. diperkenankan kegiatan pariwisata yang

berkaitan dengan penelitian tanpa mengganggu

fungsi lindung.

Ketentuan umLrm peraturan zonasi kawasan cagar

budaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d
metputi:

a. dalam kawasan cagar budaya tidak
diperkenankan melakukan hal yang akan

menimbulkan kerusakan cagar budaya tersebut
kecuali untuk wisata religi atau nyekar oleh

keturunan Radin Inten;

b. dalam kawasan makam Ratu Darah Putih tidak
diperkenankan bagi peziarah untuk bermalam

untuk kepentingan perseorangan maupun
kelompok; dan

c. dalam kawasan batu bertulis tidak boleh

(3)

(4)

(s)
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merubah atau merusak batu bertulis tersebut.

Paeel 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan

bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

huruf dmeliputi:

a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah

terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam

harus dibatasi dan diterapkan peraturan

bangunan (brtiLditg code,l sesuai dengan potensi

bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur
evakuasi;

b. kegiatan-kegiatan vital/ strategis diarahkan untuk
tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;

c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat
dilakukan pembangunan prasarana penunjang

untuk mengurangi resiko bencana alam dan

pemasangan sitem peringatan dini (early warning
sgstem);dan

d. dalam kawasan rawan bencana alam masih
diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain
seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan,
serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi
resiko yang timbul akibat bencana alam.

Palal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung
geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e

meliputi:

a. pelarangan kegiatan-kegiatan yang merusak fungsi
kawasan lindung geologi sebagai kawasan

perlindungan air tanah;

b. dalam kawasan rawan bencana masih dapat
dilakukan pembangunan prasarana penunjang

untuk mengoptimalkan fungsi kawasan lindung
geologi.

Paragraf 2
Kctentua! Unum Peraturan T.otosl Kewasan

BudldaYa

*

Pesel 83
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Ketentuan umum p€raturan zonasi kawasan budidaya

sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat;

b. Kawasan Pertanian;

c. Kawasan Perikanan;
d. Kawasan Pertambangan;

e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan Permukiman;dan
h. Kawasan Peruntukan l,ainnya.

Pasal 84

(1) Ketentuan urnum peraturan zonasi kawasan hutan
produksi sebagaimana dalam pasal 83 huruf a

meliputi:

a. dalam kawasan hutan produksi tidak
diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali
kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem
jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait
dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;

b. kawasan hutan produksi dapat dialihfungsikan
untuk kegiatan lain diluar kehutanan sesuai

peraturan perundangan yang berlaku;

c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan
produksi tidak diperkenankan menimbr.rlkan
gangguan lingkungan seperti bencana alam;

d. kawasan hutan produksi dibatasi alih fungsinya
untuk kegiatan di luar kehutanan;dan

e. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi
dilakukan wajib dilakukan pengawasan terhadap
pemanfaatan hutan produksi yang hasilnya
disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yalg
berwenang.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan
ralrryat sebagaimana dalam Pasal 83 huruf a
meliputi:
a. hutan rakyat diupayakan untuk dipertahankan

dan dikelola secara lestari;
b. hutan ralcyat dapat dialihfungsikan

peruntukarnya selama sesuai dengan rencana
peruntukan lahan.
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Pasal aE

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam
pasal 83 huruf b meliputi:
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;

b. kawasan peruntukan hortikultura;
c. kawasan peruntukan perkebunan;dan

d. kawasan peruntukan peternakan.
(2) Ketentuan umum peraturan z.onasi kawasan

peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan budidaya pertalian ta-naman pangan
lahan basah dan lahan kering tidak
diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola
dengan mengabaikan kelestarian lingkungan,
misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan, dan
pengolahan tanah yang tidak memperhatikan
aspek konservasi;

b. dalam pengelolaan pertanian tanarnan pangan

lahan basah tidak diperkenankan pemborosan

penggunaan sumber air;

c. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan
basah dan lahan kering tidak diperkenankan
untuk dialihfungsikan selain non pertanian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian
tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan

undang-undang;

d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan
adanya bangunan prasar€rna wilayah dan
bangunan yang bersifat mendukung kegiatan
pertanian;

e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan
dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas,
penelitian dan pendidikan;dan

f. kegiatan pertanian tidak diperkenankan
dilakukan di dalam kawasan lindung.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) huruf b meliputi:

\t
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a. kawasan peruntukan hortikultura tidak
diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola
dengan mengabaikan kelestarian lingkungan,
misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan

dampak negatif terhadap lingkungan, dan

pengolahan tanah yang tidak memperhatikan

aspek konservasi;

b. dalam pengelolaan kawasan peruntukan

hortikultura tidak diperkenankan pemborosan

penggunaEm sumber air;

c. pada kawasan peruntukan hortikultura
diperkenalkan adanya bangunan prasarana

wilayah dan bangu.nan yang bersifat mendukung
kegiatan hortikultura;dan

d. kegiatan pertanian tidak diperkenankan

dilakukan di dalam kawasan lindung.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) huruf c meliputi:

a. dalam kawasan peruntukan perkebunan dan

perkebunan ralryat tidak diperkenankan
penanaman jenis tanaman perkebunan yang

bersifat menyerap air dalam jumlah banyak,

terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di

daerah hulu/ kawasan resapan air;

b. kawasan peruntukan perkebunan besar tidak
diperkenankan merubah jenis tanaman
perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan

yang diberikan;

c. kawasan peruntukan perkebunan besar dan

perkebunan ralryat diperkenankan adanya

bangunan yang bersifat mendukung kegiatan
perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;

d. dih fungsi kawasan peruntukan perkebunan

menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang

sesuai dan mengikuti ketentuan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan
diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan

studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi
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dari lembaga yang berwenang; dan

f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan

dilakukan di dalam kawasan lindung.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf d meliputi:

a. kawasan peruntukan peternakan tidak
diperkenankan berdekatan dengan kawasan

permukiman;

b. dalam kawasan peruntukan peternakan masih

diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat
mendukung kegiatan peternakan dan
pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai

ketentuan yang berlaku;

c. kawasan peruntukan peternakan diperkenankan
untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. dalam kawasan peruntukan peternakan masih

diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam

secara terbatas, penelitian dan pendidikan;dan

e. kegiatan peruntukan peternakan tidak
diperkenankan dilakukan di dalam kawasan

lindung.

Pesaf E6

Ketentuan umurn peraturan zonasi kawasan p€runtukan
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf
c meliputi:

a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan
berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutiq

b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan
adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung
kegiatan perikanan dan pembangunan sistem
jaringan prasarana sesuai ketentuan yang

berlaku;dan

c. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di
dalam kawasan lindung.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

peruntukan perta.mbangan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 83 huruf d meliputi:

'[
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a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus
mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang
pertambangan;

b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan
tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;

c. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi
(reklamasi dan/ atau revitalisasi) sehingga dapat
digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti
pertanian, kehutanan, dan pariwisata;

d. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya

kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan
pertambangan;

e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas
untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan

tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;dan

f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib
dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang

hasilnya disehrjui oleh tim evaluasi dari lembaga

yang berwenang.

Pasd EE

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83 huruf e meliputi:

a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian

lingkungan pengembangan kawasan industri harus
memperhatikan aspek ekologis;

b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan
berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;

c. pada kawasan industri diperkenankan adanya
permukiman penunjang kegiatan industri yang

dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku;

d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya

sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi

dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga

antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan

limbah;

f. pengemban gan zana indusbi yang terletak pada
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sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi
dengan fror*age road untuk kelancaran aksesibilitas;

g. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan
upaya pengelolaan lingkungan dan upaya
pemantauan lingkungan serta dilakukan studi
AMDAL.

Pacal 89

Ketentuan urnurn peraturan zonasi kawasan pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf fmeliputi:

a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan
dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan
rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek
wisata alam;

b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun
permukiman dan industri yang tidak terkait dengan

kegiatan pariwisata;

c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya
sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai
dengan ketentuan penrndang-undangan yang

berlaku;

d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan
penelitian dan pendidikan;

e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan
adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung
kegiatan wisata alam;

f. pengembangan parisrisata harus dilengkapi dengan

upaya pengelolaan lingkungan dan upaya
pemantauan lingkungan serta studi AMDAL,

Pasal 9()

Ketentuan umurn peraturan zonasi kawasan
perrnukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83

huruf g meliputi:

a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan
untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya
sarana dan prasarana Pendukung;

c. fasilitas permukiman sesuai dengan petu4juk teknis
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dan peraturan yang berlaku;

d. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan
dibangun prasarErna wilayah sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku;

e. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan
fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)

perkotaan;

f. dalam kawasan permukiman masih diperkenalkan
adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan
fasilitas sosial ekonomi Iainnya dengan skala
pelayanan lingkungan;

g. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun
di dalam kawasan Iindung/konservasi dan lahan
pertanian dengan irigasi teknis;

h. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan
dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi
permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial

masyarakat;

i. pengembangan kawasan perrnukiman harus
dilakukan sesuai ketentuan peraturan yangberlaku

di bidang perumahan dan permukiman;

j. pembangunan hunian dan kegiatan Iainnya di
kawasan permukiman harus sesuai dengan
peraturan teknis dan peraturan Iainnya yang berlaku
(KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain
sebagainya).

Passl 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

83 huruf h meliputi:

a. alokasi peruntukan yang diperkenankan berupa
lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum

secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya

dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia
serta memiliki akses yang memadai untuk
pembangunan infrastruktur;

b. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi
ekosistem daerah peruntukan ;

c. peruntukan kawasan diperkenankan untuk
dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan

$



101

perundang-undangan Yang berlaku;

d. diperkenankan adanya sarana dan prasarana

pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai

dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;

e. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus

sesuai dengan peraturan teknis danperaturan

lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan

bangunan, dan lain sebagainYa;dan

f. kegiatan pembangunan tidak diperkenankan

dilakukan di dalam kawasan lindung.

faragrafS
Ketentuan urtrun Peraturan ?,olaaa;l Slsten Jartngan

Pra3aratra Wtfayah

Pasal 92

(l) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal TT ayat (21 huruf c meliputi:

a. sistem jaringan prasarana utama;dan

b. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Ketentuan umum sistem jaringan prasarana utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. sistem jaringan transportasi darat;dan

b. sistem jaringan transportasi laut.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

transportasi darat sebagaimana pada ayat (2) huruf
a meliputi:

a. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan
provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan
yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas
regional;

b. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan
provinsi tidakdiperkenankan adanya akses

langsung dari bangunan ke jalan;

c. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan

nasional dan provinsi harrs memilki sempadan

bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah

ruas milik jalan ditambah 1 (satu);dan

d. lokasi terminal tipe A dan B diarahkan lokasi yang
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strategis dan memiliki akses ke jalan arteri primer

sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

e. perlintasan rel KA dengan jalan yang memiliki
volume lalu lintas yang tinggi diusahakan agar

tidak berada dalam satu bidang;dan

f. bangunan di sepanjang lintasan rel KA harus
berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan

undang-undang perkeretaapian nasional.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

transportasi laut sebagaimana pada Ayat (2) huruf c

meliputi:

a. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan

fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari
pelabuhan tersebut;dan

b. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses

ke jalan arteri primer.

Pa$l 93

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

92 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;

b. sistem jaringan telekomunikasi;

c. sistem jaringan sumberdaya air; dan

d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pas.l 94
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 huruf a ditetapkan bahwa pada ruang yang

berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak
diperkenankan adanya bangunan permukiman,
kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET

sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 huruf b meliputi:

a. ruzrng bebas di sekitar menara berjari-jari
minimum sama dengan tinggi menara;

b. diarahkan untuk menggunakan menara

telekomunikasi secara bersama-sama diantara
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para penyedia Iayanan telekomunikasi Qrouider);

c. pemanfaatan bersama menara untuk paling
sedikit 3 (tiga) operator setiap menara.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
huruf c meliputi:

a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi
daya;

b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran
secara teknis hidrologis;

c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh
garis sempadan sumber air;

d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis
pemanfaatan;

e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain
yang berkepentingan; dan

f. memperhatikan fungsi kawasan.

Pa.al 96

(l) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
pras€rrana wilayah lainnya sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 93 huruf d meliputi:

a. sistem jaringan persampahan;

b. sistem air minum kota;

c. sistem pengelolaan air limbah;

d. sistem drainase; dan

e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. pemanfaatan ru€rng yang diperbolehkan di
kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

meliputi kegiatan bongkar muat sampah,
pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan
budidaya pertanian dan kegiatan lain yang

mendukung;

b. pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan
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TPST sebagai ruang terbuka hijau;

c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di
sekitar kawasan TPA dan TPST adalah kegiatan
permukiman; dan

d. pelarangan kegiatan yang menimbulkan
pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan
TPST.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b berupa pemanfaatan PDAM untuk melayani
kebutuhan air minum perkotaan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:

a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan ruang
terbuka hijau;

b. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan

c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang

merusak jaringan air limbah.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

drainase sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf
d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan jaringan;

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang menimbulkan pencemar€rn

saluran; dan

2. kegSalan yang menutup dan merusak jaringan

drainase.

(6) Ketentuan umurn peraturan zonasi jalur dan ruang
evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a. pemanfaatan ruang yang diizinkan ruang terbuka
hijau;

b. kegiatan yang diperbolehkan berupa
perhubungan dan komunikasi; dan

c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang

menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

Paragaf 4
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Ketentuan uEum Peraturan T.otasl Slstem
Perkotaan

Pasd 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

ayat (2) huruf d meliputi :

a. Setiap rencana kawasan terbangun dengan

fungsi-fungsi perumahan, perdagangan-jasa,

industri, dan berbagai peruntukan lainnya,
harus ditetapkan besaran dan/ atau luasan
ruang setiap mna dan fungsi utama mna
tersebut dan dirinci atas amplop ruang (koefisien

dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien
lantai bangunan dan garis sempadan bangunan),
penyediaan sarana dan parsarana, serta
ketentuan lain yang dibutuhkan untuk
mewujudkan ruang yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan;

b. dalam pengembangan kawasan perdagangan

yang telah ditetapkan dalam RDTR, diatur jarak
minimal antara lokasi perdagangan tradisonal
dan modern minimal 3 krn (tiga kilometer) guna

menjaga pertumbuhan perekonomian

masyarakat kalangan menengah ke bawah;

c. dalam menJrusun amplop bangunan di setiap

mrra pada kawasan perkotaan diupayakan untuk
mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk
kawasan terbangun melalui arahan bangunan

vertikal sesuai kondisi masing-masing ibukota
kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi

intensitas ruang yang ada;

d. pada setiap lingkungan permukiman yang

dikembangkan harus disediakan sarana dan
prasarana lingkungan yang memadai sesuai

kebutuhan masing-masing;

e. pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat

diupayakan untuk dialokasikan kawasan khusus
pengembangan sektor informal;

f. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan
sebagai lallan pertanian berkelanjutan di
kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan
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tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi;

g. penyediaEm RTH minimal 3oo/o (tiga puluh
persen), dengan ketentuan 2O% (dua puluh
persen) berupa ruang terbuka hijau publik dan
10% (sepuluh persen) berupa hutan terbuka
hijau privat;

h. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagran
dari RIH di kawasan perkotaan harus tetap
dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-
masing, dan tidak diperbolehkan dilakukan alih
fungsi;

i. pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai
fungsi terutama permukiman padat harus
disediakan ruang evakuasi bencana sesuai
dengan kemungkinan timbulnya bencana yang
dapat muncul;

j. pada setiap kawasan terbangun yang digunakan
untuk kepentingan publik harus disediakan
ruang untuk pejalan kaki dengan tidak
mengganggu fungsi jalan;

k. pada kawasan lindung yang ada di perkotaan

baik kawasan lindung berupa ruang terbuka,
diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi
lindung tetapi dapat digunakan untuk
kepentingan lain selama masih menunjang fungsi
lindung seperti wisata dam, jogSrt.S track tepi
sungai yang ditata secara menarik; dan

l. Pada kawasan lindung berupa bangunan, harus
tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat
dilakukan nilai tambah dengan melakukan
revitalisasi, rehabilitasi dan sebagainya.

(2) Unsur-unsur pengendalian kawasan perkotaan,

meliputi:

a. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan

terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari
RIH di kawasan perkotaan pada dasarnya dapat
dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun
dengan catatan komposisi atau perbandingan

antara kawasan terbangun dan ruang terbuka
hijau tidak bembah sesuai RDTR kawasan
perkotaan masing-masing;

b. perubahan fungsi lahan dapat dilakukan secara

*
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terbatas, yalni pada znna yang tidak termasuk
dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan tetap
menjaga fungsi utama zona;

dalam pengaturan kembali ?rllrra tidak
diperbolehkan dilakukan perubahan secara

keseluruhan fungsi dasarnya;

penambahan fungsi tertentu pada suatu zona

tidak diperbolehkan dilakukan untuk fungsi yang

bertentangan, seperti permukiman digabung
dengan industri polutan;

pembangunan di luar area yang telah ditetapkan
terutama memanfaatkan sebagian dari rumija
atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian
bangunan seperti yang telah ditetapkan, tidak
diperbolehkan kecuali diikuti ketentuan khusus
sesuai dengan kaidah desain kawasan, seperti
pemunduran bangunan, atau kompensasi
tertentu yang disepakati oleh stakeholder terkait;
dan

pada kawasar yang telah ditetapkan batas
ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan
pengaman SUTT tidak diperbolehkan melakukan
kegiatan pembangunan dalam radius tersebut.

Paragraf 5
Ketentuan unum Peraturaa Zoaael Ststern

Pordesara

Pssal 98

(l) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan
perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

ayat (2) huruf e disusun untuk setiap zona kawasan
perdesaan dan hanya berlaku pada setiap zona

peruntukan sesuai kawasan perdesaan masing-

masing kecamatan, dengan arahan meliputi:

a. pengendalian kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan dengan fungsi pertanian dan lindung
dilakukan melalui penetapan struktur
konservasi lahan yang terintegrasi dengan
pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;

b. pada rencana kawasan terbangun dengan

fungsi perumahan, perdagangan-jasa, industri,

e-
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dan berbagai peruntukan lainnya di perdesaan

dapat dilakukan penambahan fungsi yang

masih saling berkesesuaian, dengan

memperhatikan besaran dan/atau luasan
ruang setiap zona dan fungsi utama ?,ona

tersebut;

c. pada kawasan tidak terbangun atau ruang
terbuka untuk pertanian yang produktif harus
dilakukan pengamanan, khususnya agar tidak
dialihfungsikan pada peruntukan non
pertanian;

d. setiap kawasan perdesaan harus
mengefisienkan ruang yarlg berfungsi untuk
pertanian;

e. perubahan fungsi ruang untuk kawasan
terbangun hanya dilakukan secara infiltratif
pada permukiman yang ada dan harus
menggunakan lahan yang kurang produktif;
dan

f. pengembangan permukiman perdesaan harus
menyediakan sarana dan prasarana lingkungan
permukiman yang memadai sesuai kebutuhan
masing-masing yang bersinergi dengan

pengembangan sistem perkotaan.

(21 Unsur-unsur pengendalian kawasan perdesaan,

meliputi:

a. pada lahan pertanian yang telah ditetapkan
sebagai lal'.an pangan berkelanjutan di
kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan

tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi;

b. kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagtan

dari RTH di kawasan perdesaal harus tetap

dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-
masing dan tidak diperbolehkan dilakukan alih
fungsi;

c. pada kawasan lindung yang ada di perdesaan

diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi

lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain
selama masih menunjang fungsi lindung
seperti wisata alam, penelitian, kegiatan
pecinta alam dan yang sejenis.

d. pada kawasan lindung berupa bangunan harus

u
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tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa

situs bangunan peninggalan, bangunan/
monumen perjuangan rakyat, dan sebagainya;

perubahan atau penambahan fungsi ruang
tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan

dapat dilakukan sepanjang saling menunjang
atau setida}nya tidak menimbulkan efek

negatif bagi zn a yang telah ditetapkan;

kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan
terbuka hijau produktif di perdesaan dapat
dilakukan alih fungsi untuk kawasan

terbangun secara terbatas dan hanya

dilakukan pada lahan yang produktivitasnya
kurang tinggi dengan catatan komposisi atau
perbandingan antara kawasan terbangun dan
ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai

kawasan perdesaan masing-masing;

dalam pengaturat zr.lra tidak diperbolehkan

dilakukan perubahan secara keseluruhan
fungsi dasarnya sesuai kawasan perdesaan

masing-masing;

penambahan fungsi tertentu pada suatu zona

tidak diperbolehkan dilakukan untuk fungsi
yang berGntangan;

pada kawasan terbangun di perdesaan yang

lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak
diperbolehkan melakukan kegiatan
pembangunan dengan intensitas tingg yang

tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;

pada kawasan perdesaan khususnya desa

tertinggal dapat dilakukan peningkatan

produktivitas dan pemberdayaan masyarakat

melatui peningkatan nilai ekonomis lahan;

pemanfaatan sumberdaya alam di perdesaan

dapat ditakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan;

adanya komitmen untuk menjaga kelestarial
lingkungan perdesaan pada kawasan-kawasan
yang secara alami harus diselamatkan
(kawasan lindung) yaitu kawasan yang secara

alami rentan terhadap bencana alam seperti

banjir dan erosi; dan

J.
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m. pada kawasan yang telah ditetapkan batas

ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan
pengaman SUTT tidak diperbolehkan
melakukan kegiatan pembangunan dalam

radius tersebut.

Paragraf 6

Ketentuan utoum Pereturan Zonesl Kasasan
Strategls

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

ayat (21 huruf f meliputi kawasan strategis hankam,
penunjang ekonomi wilayah, sosial budaya,

linglnmgan hidup.disusun untuk setiap ?x:.rla

kawasan perdesaan dan hanya berlaku pada setiap

zona peruntukan sesuai RDTR Kawasan Strategis

Ketentuan p€raturan zonasi pada kawasan hankam

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

sebagai berikut :

a. kawasan strategis hankam harus dilakukan
dengan mengamankan kawasan dimaksud
sehingga tidak menarik kegiatan masyarakat

secara langsung khususnya yang memuiliki
intensitas kegiatan tinggi;

b. kawasan Strategis Hankam harus mendapat

sarana dan prasarana lingkungan yang memadai

sehingga dapat menunjang kegiatan terkait
hankam;

c. pada kawasan penunjang hankam boleh

ditambahkan kegiatan yang menunjang secara

langsung maupun tidak dengan catatan tidak
mengganggu fungsi hankam secara keseluruhan;

serta
d. pada kawasan ini tidak boleh diadakan kegiatan

yang menyebabkan terganggunya fungsi hankan

seperti pengembangan industri yang menyerap

banyak tenaga kerja sehingga berpotensi

mengganggu mobilisasi kepentingan hankam.

(3) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan

penunjang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (1) adalah sebagai berikut:

(2)
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kawasan penunjang ekonomi dalam skala besar

umumnya berupa kawasan perkotaan, terutama
yang memiliki fungsi perumahan, perdhgangan-
jasa, industri, transportasi dan berbagai
peruntukan lainnya yang menunjang ekonomi
wilayah. Pada kawasan ini harus ditunjang
sarana dan prasarana yang memadai sehingga

menimbulkan minat investasi yang besar;

b. pada setiap bagian dari kawasan strategis
ekonomi ini harus diupayakan untuk

1.

mengelisienkan pembahan fungsi ruang untuk
kawasan terbangun melalui arahan bangunan
vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
pada kawasan strategis ecara ekonomi ini harus
dialokasikan ruang atau zona secara khusus
untuk industri, perdagangan - jasa dan jasa

wisata perkotaan sehingga secara keseluruhan
menjadi kawasan yang menarik;
pada zonasi ini hendaknya mengalokasikan
kawasan khusus pengembangan sektor informal
pada pusat-pusat kegiatan masyarakat;
pada zrlna dimaksud harus dilengkapi dengan

ruang terbuka hijau untuk memberikan
kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya
tinggi serta zr.tra tersebut harus tetap

dipertahankan;
pada kawasan strategis ekonomi ini boleh

diadakan perubahan ruang pada z,ona yalrg

bukan zona inti (untuk pergadangan - jasa, dan
industri) tetapi harus tetap mendukung fungsi
utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan

boleh dilakukan tanpa merubah fungsi mna
utama yang telah ditetapkan;
perubahan atau penambahan fungsi rrang
tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh

dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang
penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh

untuk RTH kawasan perkotaan);

dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini
?rrrra yarrg dinilai penting tidak boleh dilakukan
perubahan fungsi dasarnya;
pada kawasal yang telah ditetefkan sebagqi

permukiman bila didekatnya akan diubah

e.

h.
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menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan
menggurnggu (misalnya industri) permukiman
harus disediakan fungsi penyangga sehingga

fungsi zona tidak boleh bertentangan secara

langsung pada znnayang berdekatan; serta
j. untuk menjaga kenyamanan dan keamanan

pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak
boleh melakukan kegiatan pembangu.nan diluar
area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari
rumija atau ruwasja, termasuk melebihi
ketinggian bangunan seperti yang telah
ditetapkan.

(4) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan

sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagai berikut :

a. kawasan sosio-kultural terdiri atas kawasan
peninggalan sejarah yakni candi dan situs.
Secara umum kawasan ini harus dilindungi dan

salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah

untuk penelitian dan wisata budaya. Untuk itu
pada radius tertentu harus dilindungi dari
pembahan fungsi yang tidak mendukung
keberadaan candi atau dari kegiatan yang

intensitasnya tinggi sehingga menggagu estetika

dan fungsi monumental candi;

b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat
bangunan misalnya perumalran harus dibatasi
pengembanganya;

c. untuk kepentingan pariwisata boleh

ditambahkan fungsi penunjang misalnya

shouvenir shop atau atraksi wisata yang saling

menunjang tanpa menghilangkan identitas dan

karakter kawasan;
d. pada mna ini tidak boleh dilakukan perubahan

dalam bentuk peningkatan kegiatan atau
perubahan ruang disekitarnya yang

dimungkinkan dapat mengganggu fungsi

dasarnya;
e. penambahan fungsi tertentu pada suatu znna ini

tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang

bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa

yang tidak terkait candi dan pariwisata.

(5) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan yang

u
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memiliki fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adafah sebagai berikut:
a. pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori

?nraa intt harus dilindungr dan tidak dilakukan
perubahan yang dapat mengganggu fungsi
lindung;

b. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki
fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik
pada zona inti maupun zona penunjang harrs
dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga

kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat
lestari;

c. untuk menunjang kelestarian dan mencegah
kerusakan dalam jangka panjuang harus
melakukan percepatan rehabilitasi lahan;

d. pada zona yang telah ditetapkan memiliki fungsi
perlindungan lingkungan tetapi saat ini sudah
beralih fungsi menjadi kawasan budidaya
khususnya budidaya semusim, maka harus
mengembangkan hutan ra-lryat yang memiliki
kemampuan perlindungan;

e. pada znta-zona ini boleh melakukan kegiatan
pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan

cinta alam;
f. pada kawasar yang didalamnya terdapat zona

terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan

air maka boleh dan disarankan untuk
pembuatan sumur-sumur resapan;

g. pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai
ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu
(misalnya terdapat komoditas durian, manggis,

damar, rotan) boleh dimanfaatkan buah atau
getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu
yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;

h. pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi
lahan yang mengganggu fungsi lindung apalag
bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai

satwa maupun tanaman langka yang dilindungi;
serta

i. pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur
untuk kegiatan budidaya khususnya
perrnukiman dan budidaya tanaman semusim,
tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau

v
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dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan
kembali ke zona lindung.

Bagtan Kettgs

Kctentuan Perflna'r

PaEal l(X)
Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 Ayat (2) huruf b oleh Pemerintah Daerah
sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku meliputi:

a. perijinan kegiatan meliputi Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Tanda Usaha
(ITU), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda
Daftar Industri (TDI);

b. perijinan pemanfaatan ruang dan bangunan
meliputi Ijin Lokasi, Ijin Pemntukan Penggunaan
Tanah (IPPT) dan Ijin Penggunaan Bangunan
(rPB);

c. perijinan konstruksi meliputi ljin Mendirikan
Bangunan (IMB);

d. perijinan lingkungan meliputi Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan, yang terdiri dari Analisis
Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan
Lingkungan dan Rencana Pengelolaan

Lingkungan, dan Ijin Gangguan (HO); dan

e. perijinan khusus meliputi ijin pemakaian air
tanah atau ijin pengusahaan air tanah dan ijin
usaha angkutan.

Ijin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan kewenangannya dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian ijin pemanfaatan ruang dilakukan
menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ijin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak
skala kabupaten diberikan atau mendapat
rekomendasi dari Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan
perijinan wilayah kabupaten diatur dengan

l2t

(3)

(4)
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Peraturan Bupati.

Bagian KGGDpat

Ketentuan llrsentlf daa Disinselrtlf

Pasal l0l
Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (21 huruf c
merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam
pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

Insendf diberikan apabila pemanfaatan ruang
sesuai dengan rencana struktur ruErng, renc€rna
pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang
yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi
keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

(4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif
dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten
dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada
masyarakat.

(5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif
dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan
kewenangannya.

Pesal l0rl
Insentif yang diberikan kepada
sebagaimana dimaksud dalam Pasal

dapat diberikan dalam bentuk :

a. pemberian kompensasi;

b. imbalan;

c. sewa ruang dan urun saham;

d. penyediaan prasurrana dan sarana;

e. penghargaan; dan

f. kemudahan perizinan.

Disinsentif yang dikenakan kepada

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

dapat diberikan dalam bentuk :

a. pemberian persyaratan khusus dalam proses

perizinan;

(l) masyarakat
1O1 ayat (4),

masyarakat
1Ol Ayat (4),

,t
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b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana

infrastruktur; dan

c. pembatasan administrasi pertanahan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Kelina
Arahan Saabt

PaBd l0g
Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 Ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi

pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi

admnistratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Ketentuan pengenaan sanksi administratif berfungsi

sebagai:

a. perangkat untuk mencegah, membatasi

pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang

tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan

b. penertiban pemanfaatan ruang yang tida-k sesuai

dengan rencana tata ruang.

Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:

a. sanksi administratif; dan/atau

b. sanksi pidana.

Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan
berdasarkan:

a. hasil pengawasan penataan **g;
b. tingkat simpangan implementasi rencana tata

**g;
c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan

d.peraturan perundang-undangan sektor terkait
lainnya.

Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:

a. pemanfaatan ruElng yang tidak sesuai dengan

rencana struktur ruang dan pola ruang;

b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa ijin pemanfaatan ruang
yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ijin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan

A

(3)

(4)

(s)
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RTRW kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan tjin pemanfaatan ruang yang

diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses
terhadap kawasan yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik
umum; dan/ atau

g. pemanfaatan ruang dengan tjin yang diperoleh
dengan prosedur yang tidak benar.

Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada Ayat (5) huruf a, huruf b, hurrf d,

huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi yang

terdiri atas:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan ifin;
f. pembatalan ijin;
g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau

i. denda administratif.

Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi
yang terdiri atas:

a. peringatan tertulis; dan

b. penghentian sementara kegiatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata
cara pengenaan sanksi adminstratif diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB VII
PEIIY-II'IKAIT

Pasal 1O4

(1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

a
(71

(8)

u
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang penataan ruang agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi

lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan rnengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan di bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang penataan ruang;

d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan

dokumen-dokumen lain berkenaan tindak
pidana di bidang penataan rrang;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukti pembukuan, pencatatan dan

dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang penataan ruang;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang

seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak pidana di bidang penataan ruarg;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
penataan ruang menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyelidikannya kepada

A

u
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penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yarrg diatur dalam Undang-undang

Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
AAITKSI PII'ANA

Pe88l lOs
Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1O3 Ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAN, KEUIA.IIBAI| DAII PERAN UASYARAXAT

Bagtan Kesatu
Hak Masyarakat

Pasd 106

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berhak untuk :

mengetahui rencana tata ruang;

menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat
penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian
yang timbul;

mengajukan tuntutan pembatalan tin dan
penghentian pembangunan yang tidak sesuai

dengan rencana taia ruang kepada pejabat

berwenang;

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada

pemerintah dan/ atau pemegang ijin apabila kegiatan
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang menimbulkan kerugian; dan

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada
pemerintah dan/ atau pemegang din apabila kegiatan

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagtan Kedua
Kewallbaa Masyarakat

Pasal 1Oz
Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wqiib :

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

a.

b.

\b

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan tjin
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pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketenhran yang ditetapkan dalam
persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan

dinyatakan sebagai milik umum.

Baglaa Ketiga
Peraa Mas5rarakat

Pasal 1O8

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah

dilakukan antara lain meliputi :

a. bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata
ruang;

b. bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan

ruang; dan

c. bentuk peran masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata
ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
berupa:

a. memberikan masukan mengenai:

1. persiapan pen5rusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau
kawasan;

3. pengidentilikasian potensi dan masalah wilayah

atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang;

dan/atau

5. penetapal rencana tata ruang.

b. kerja sarna dengan pemerintah, pemerintah

daerah, dan/atau sesarna unsur masyarakat

dalam perencanaan tata ruang.

Pesd l(X)

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b

dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/ atau

sesalna unsur masyaralat dalam pemanfaatan

-*g;

u
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kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan
kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan;

peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian
dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang
udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan
keamanan serta memelihara dan meningkatkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber
daya alam; dan

kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pa.al ll0

Bentuk per€rn masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
108 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/ atau peraturan zonasi,
periainan, pemberian insentif dan disinsentif serta
pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
pelaksanaan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/ atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan
penl[mpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat
yang beruenang terhadap pembangunan yang
dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Palal 111

(l) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat
disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat
(l) dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan

u
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lembaga pemerintah non Kementerian terkait dengan
penataan ruang, Gubemur, dan Bupati.

pesel 112

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat,
pemerintah daerah membangun sistem informasi dan
komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam
penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

BAB X
XELEUBAGAAI|

Pasd 114

(1) Koordinasi penataan ruang daerah dilakukan oleh
BKPRD Kabupaten.

(2) Tugas, F\rngsi dan Susunan Organisasi BKPRD
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XI
XETEIYTUAIT L/TIf, .LIUII

Pasd 115

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Situbondo adalah 20 (dua puluh) tahun
sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang
berkaitan dengan bencana alam skala besar,
perubahan batas teritorial Negara, dan/ atau
perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan
Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah

(1)

d

(2t



(3)

(4)

(s)

(1)
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Kabupaten Situbondo dapat ditinjau kembali lebih

dari I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan

kebijakan nasional dan strategi yang

mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten

dan/ atau dinamika internal kabupaten.

Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten
Situbondo tahun 2O13-2O33 dilengkapi dengan

Rencana dan Album Peta yang mempakan bagran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh

Menteri Kehutanan terhadap bagran wilayah
Kabupaten yang kawasan hutannya belum
disepakati pada saat peraturan daerah ini
ditetapkan, maka rencana dan album peta

sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) akan
disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan
yang telah disepakati bersama Menteri Kehutanan
melalui proses amandemen perda.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah
ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan

rencana tata ruang wilayah, diatur lebih ianjut
dengan peraturan Bupati. (Angka 21O UU 72l2OlLl

BAA XII
XETEIYTUAN PERALIHAN

Paset 116

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan
dengan penataan ruang wilayah kabupaten yang

telah ada dinyatakan berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan dan belum diganti
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. ljin pemanfaatan ruang yang telah
dikeluarkan dan telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

(6)

d

t2l



t24
b. lii., pemanfaatan ruang yang

dikeluarkan tetapi tidak sesuai
ketenh.ran Peraturan Daerah ini
ketentuan:

telah
dengan

berlaku

1. untuk yang belum dilaksanakan
pembangunannya, ijin tersebut disesuaikan
dengal fungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan
pembangunannya dilakukan penyesuaian

dengan masa transisi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan
ar pembangunannya dan tidak memungkinkan

untuk dilakukan penyesuaian dengan

fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Daerah hi, ijin yang telah diterbitkan
dapat dibatalkan dan terhadap kerugian
yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin
tersebut dapat diberikan penggantian yang

layak.

c. pemanfaatan nrang di Daerah yang

diselenggarakan tarpa ijin dan bertentangan
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan
Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang yarg sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah ini, agar

dipercepat untuk mendapatkan tjin yang

diperlukan.

BAB XIII
IIBTENTUAI{ PEIIUTUP

P&sd 117

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21

Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Situbondo dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

u
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Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku se-jak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 0 6 ilAR 2013

Diundangkan di Situbondo
padatanggal 16 11Ay :;14

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

..,1.*._*,.,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR ,,

d

BUPATI SITUBOI{DO,

DADANG WIGIARTO
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PenJelaraa
Atas

PERATURAIT DAERAII I(ABUPATEN SITT'BONIX)

ITOUOR TAIIUI{ 2013

TEIfTAITG

RTI|CAITA TATA RUAITG WILIIYAH
I(ABI'PATEI{ SITUBOITDO TAIIT'IT 2013.2033

t uutr
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahur: 2OO7

tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Situbondo 2013 - 2033 juga

merupakan penjabaran RTRW Propinsi Jawa Timur 2OO9 - 2029 ke

dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota

yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah

yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi

wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman

pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo tahun 2O13-2033

merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam

rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik Kabupaten Situbondo yang

memuat ketentuan - ketentuan antara lain :

I. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi

pembangunan fisik Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 2O (dua

puluh) tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan

kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat

memenuhi segala kebutuhan fasilitas.

2. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip

pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan

didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi,

sosial budaya, politik, perlahanan keamanan dan teknologi yang

menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik, baik

yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah

Propinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat

secara terpadu.

u
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PASAL DEUI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar

terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah

ini.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Tujuan penataan ruang disusun dengan memperhatikan

issue-issue pembangunan di Kabupaten Situbondo yaitu:

1. Kawasan pengembangan teknologi tinggi di sekitar

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang

masuk dalam batas administrasi Kabupaten Situbondo

akan mampu mendorong pengembangan wilayah barat

Kabupaten Situbondo.

2. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW-P)

Jawa Timur, direncanakan adanya pengembangan

jaringan jalan tol mulai dari Surabaya sampai dengan

Banyuwangi. Rencana jalan tol ini akan diarahkan
mendekati jalan arteri primer melalui Banyuglugur-
Besuki-Suboh-Mlandingan-Bungatan-Kendit-Panarukan-
Panj i- Kapongan-Arj asa-Jangkar-Asembagus-Banyuputih.
Gerbang tol direncanakan berada di Kecamatan Besuki,

Panarukan dan Jangkar yang berhubungan dengan jalan

kolektor primer menuju Kabupaten Bondowoso dan

Banyuwangi. Status jalan tol ini adalah sebagai jalan

nasional.
3. Dalam sistem pergerakan transportasi kereta api, di

Kabupaten Situbondo direncanakan untuk
menghidupkan kembali jalur kereta api yang sudah ada

untuk melayani pergerakan Panarukan-Bondowoso-

Kalisat-Jember.
4. Kawasan pengembangan industri besar pemurnian

minyak di Taljung Pecinan Kecamatan Mangaran dan

industri pengolahan logam di Kecamatan Banyuputih

akan mampu mendorong pengembangan wilayah utara
Kabupaten Situbondo.

d



Pasal 7

Paeal 8

Pasal 9

Pasal 1O

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16
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5. Pengembangan jalan lingkar kota di Kabupaten

Situbondo memiliki hubungan dengan sistem jaringan
jalan Provinsi dan Nasional melalui jalan arteri primer
dengan Jalur Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi

$ang memiliki jalur Penyeberangan Nasional yaitu
Pelabuhan Padangbai);

6. Adanya penetapan kawasan strategis fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup meliputi Taman Nasional
Baluran (untuk penangkaran Banteng jawa yang masih
dilindungi) di Kecamatan Banyuputih dan Taman wisata
alam yaitu Taman Wisata Kawah Ijen, memiliki fungsi
lingkungan khusus dan keragaman biota didalamnya
yang perlu dipertahankan ke beradaannya

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Rencana detail ditetapkan dalam rencana detail tata ruang.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
terbatas, mempakan pengumpan bagi pelabuhan utama

d



Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 2O

Pasal 21

PasaJ22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 3O

Pasal 31

Pasal 32
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dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/ atau barang, serta angkutan

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

TouerBase Tlanseiuer Station (BTS) yang digunakan secara

bersama-sama adalah penggunaan satu menara BTS untuk
beberapa provider telekomunikasi GSM/CDMA.

Secara garis besar penyediaan air minum dapat dibagi atas

pelayanan Domestik dan Non Domestik. Jenis pelayanan

domestik adalah pelayanan untuk rumah tangga baik

berupa sambungan langsung maupun kran umum'

sedangkan yang non domestik adalah pelayanan untuk
instansi pemerintah, kantor dan niaga.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Satwa yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Baluran

meliputi : Kerbau Liar, Merak, Banteng Jawa, Kijang, Rusa

dan aneka jenis burung.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

L{



Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

130

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan cara
penyediaan bahan baku, tenaga kerja dan infrastruktur
yang memadai.

Kawasan peruntukkan industri di Desa Wonorejo

Kecamatan Banyuputih dipersyaratkan hal-hal sebagai

berikut:

a. Perlu adanya pembangunan buffer zone berupa batas
fisik pada area RTH yang disediakan minimal 3O%

dengan bentuk batas pagar, batas vegetasi dan batas

Iisik berupa sungai untuk mengurangi kebisingan,
polusi dan menjaga keselamatan satwa pada Taman

Nasional Baluran.

b. Perlu memperhatikan pengangkutan pada kawasan
peruntukan industry karena bahan baku yang

digunakan tidak berasal dari wilayah sekitar.

c. Akses jalur transportasi dari dan menuju kawasan
peruntukan industry agar tidak memanfaatkan kawasan

Taman Nasional Baluran.

d. Perlu memperhatikan sumber air yang akan

dimanfaatkan sebagai air baku industry agar tidak
mengganggu keseimbangan sumber air yang dibutuhkan
satwa pada Taman Nasional Baluran.

e. Perlu memperhatikan lokasi perumahan pekerja yang

berada pada kawasan peruntukan industry supaya

kedepan tidak menimbulkan gangguan terhadap

kelestarian kawasan Taman Nasional Baluran.

f. Hd-hal yang berkaitan dengan adanya dampak yang

ditimbulkan oleh kawasan peruntukan industry agar

tidak mengganggu ekosistem Taman Nasional Baluran

d
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Pasal 39

Pesal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasat 43

hsal 44

Pasd 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58
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sebagai kawasan konsenrasi.

Cukup jelas.

C\rkup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

C\rkup jelas.

Cukup jelas.

Cuhrp jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukupjelas.

Culnrp jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

C\rkup jel,as.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

rl

Pasal 59



Pasal 6O

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

n Pasal 67
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hurufa
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Hurufd
Yang dimaksud dengan kawasan minapolitan
merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai
fungsi utama ekonomi yang terdki dari sentra
produksi, pengolahan, pemasaran komoditas
perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan
pendukung lainnya.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukupjelas.

n

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 7O

Pasal 71

Pasal72

Pasal 73

'J
_1



 

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (i)
Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar
pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana
tata ruang.

Ayat (21

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian
yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai
dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi
berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh
dilaksanakan pada zrlna pemanfaatan ruang yang
dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang
(koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan,
koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan
bangunan), penyediaan sarana dan prasarana
minimum, serta ketentuan lain yang dibutuhkan
untuk mewujudkan ruang yang aman, nyarnan,
produktif, dan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi
daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan
mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk
mendorong perkembangan kawasan yang didorong
pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

u
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Pacal 80

Pasal 81

Pasd 82

Pasal 83

Paeal 84

hgal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 92

Fasal 93

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 97

Fasal 98

Pasal 99

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelae.

C\rkup jelae.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jeLas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

C\rkup jelas.

Cukup jelas.

ft

Pasal lOO
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan
yang terkait dengan [iin pemanfaatan ruang yang
menurut ketentuan freratr.rran perundang_undangan
harus dimiliki s€belum pstaksonaan pcmanfaatan
ruang

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Culmp jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

C\rkup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 101

Paeal 1O2

Pasal 1O3

Pasal 104

Pasal lOs

Pasal 106

Pasat 1O7

Pa6al 108

Pasal 1O9

Passl 110

Pasal 111

d

Pasal 112
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Pasal 113'

" Faeal 114

Pasal 115

Pasal 116

Fagal 117

Pasal 118

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukupjelas.
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